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|. Latar Belakang

Wilayah Timor L este Berpemerintahan Portugisdis-
erbu dan dicaplok oleh Negara Republik Indonesia (RI)
pada tanggal 7 Desember 1975. RI tetap menduduki
wilayah ini, secara bertentangan dengan hukum interna-
sional, sgjak bulan Desember 1975 sampai dengan bu-
lan Oktober 1999, dan selama masa tersebut, pelangga
ran hak asasi manusiayang meluas dan sistimatis diduga
dilakukan oleh pihak militer Indonesia(TNI). Pelangga
ran yang didugadilakukan termasuk penyiksaan, kejaha
tan terhadap kemanusi an dan pelanggaran berat terhadap
Konvens Jeneva.

Berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh Rl
dan Pemerintah Portugal padatanggal 5 Mei 1999, se-
buah jgjak pendapat yang diurus oleh Misi Pembantuan
Perserikatan Bangsa-bangsadi Timor Leste, (UNAMET)
dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Rakyat
Timor Leste memilih dengan mayoritas besar sekali un-
tuk menolak otonomi dengan Indonesia, dengan demiki-
an secaraimplisit mendukung kemerdekaan. Mulai dari
awal tahun 1999, kelompok-kelompok milisi bersenjata
yang mendukung integrasi dengan Indonesiamemperluas
operasi-operasi terhadap kelompok-kelompok pro-kemer-
dekaan, dan melakukan pelanggaran berat hak asasi
manusia terhadap
penduduk sipil dalam
kegiatan yang ber-
maksud untuk men-
ghalangi pelaksanaan
bebasjajak pendapat.
Setelah pengumuman
hasil jajak pendapat
padaawal bulan Sep-
tember 1999, kelom-
pok-kelompok pro-
integrasi yang ber-
senjatamel aksanakan F
sebuah kampanye
“Bumi Hangus’ seh- &
ingga memindahkan )
secara paksa lebih i
dari 200,000 orang, M
menghancurkan se-
carasistimatisinfras-
truktur sipil dan men-
gakibatkan kematian yang sekurang-kurangnya sebany-
ak 1500 orang.

Laporan oleh Komisi Internasional Penydidikanten-
tang Timor Leste?, laporan-laporan gabungan oleh Pel-
apor-pelapor Khusus® dari Komisi Hak Asasi dan Lapo-
ran Komisi Indonesia untuk Investigasi tentang Pelang-
garan Hak Asasi Manusia (KPP HAM)# semuanya me-
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nyimpulkan bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi
manusia pada tahun 1999 merupakan sebagian dari ke-
bijakan TNI, yang direncanakan dan dilaksanakan secara
teliti, untuk menghalangi partisipasi bebas orang Timor
Leste dalam jajak pendapat yang dilaksanakan pada bu-
lan Agustus 1999. K ebijakan tersebut dilaksanakan mela
lui pembentukan, persenjataan dan pengoordinasian kel-
ompok kemiliteran oleh TNI. Antara bulan Januari dan
Oktober, kelompok milisi tersebut, dengan partisipasi
langsung dan tidak langsung dari TNI, terlibat dalam
kampanye meningkat pembunuhan di luar proses hukum,
kehilangan orang, penyiksaan dan kekerasan seksual®,
diselingi dengan pembunuhan masal (Cailaco, Maliana,
Suai, Liquica, Dili dan jugadi lain tempat).

Laporan gabungan oleh Pelapor-pelapor Khusus
Komisi Hak Asasi menganjurkan bahwa :
Jika dalam kira-kira beberapa bulan, lang-
kah-langkah yang ditempuh ol eh pemerintah In-
donesiauntuk menginvestigasi keterlibatan TNI
dalam kekejian pada tahun silam tidak mem-
bawakan hasil.... Dewan Keamanan seharusnya
mempertimbangkan pembentukan sebuah peng-
adilan kejahatan internasional untuk maksud
tersebut.®
Komisi Penye-
lidikan Internasional
~ tentang Timor Leste
(“The International
Commission”) meny-
impulkan bahwa Per-
serikatan Bangsa-
Bangsamemiliki ‘ke-
) pentingan sendiri’
dalam meyelidiki dan
' mengadili orang-or-
ang yang bertang-
8 gungjawab ataskeja-
4 hatan internasional
yang dilakukan pada
tahun 1999, karena
kekerasan itu sebagi-
an besar bertujuan
untuk menghalangi
sebuah resolusi Dew-
an Keamanan. Komi-
si Internasional ini juga menganjurkan pendirian inves-
tigasi internasional dan badan penuntutan untuk melaku-
kaninvestigas |ebih lanjut terhadap kekerasan padatahun
1999, dan pendirian sebuah pengadilan internasional hak
asasi manusiauntuk mengadili orang-orang yang tertuduh
oleh badan tersebut.”

Dalam surat pendampingnya untuk laporan Komisi



Internasional kepada Dewan Keamanan dan Mgjelis
Umum, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bang-
sa (‘' The Secretary General’) tidak mendukung anjuran
untuk menciptakan sebuah pendadilan internasional.
Sekretaris Jenderal menerimajaminan-jaminan dari wak-
il-wakil RI bahwa mereka akan mengadili warga negara
Indonesiayang dituduh mel akukan kejahatan internation-
al, dan beliau ‘ diyakinkan... oleh ketekadan Pemerintah
[Indonesia] bahwa tidak akan ada kebebasan dari huku-
man bagi orang-orang yang bertanggung jawab.’® Sekre-
taris Jenderal menerima bahwa Perserikatan Bangsa-
Bangsa mempunyai peranan penting untuk dimainkan
dalam menyelidiki dan menghukum pelaku-pelaku keja-
hatan internasional di Timor Leste, dan berjanji untuk
“memantau secara dekat kemajuan menuju sebuah tang-
gapan yang dapat dipercayai secara sesuai dengan prin-
sip-prinsip Hak Asasi Manusia Internasional .®

Sampai sekarang telah diadakan pendekatan dua-jalur
terhadap investigasi dan penuntutan kejahatan interna-
sional yang dilakukan di Timor L este, dengan kedua pros-
estersebut hanya berkepentingan dengan kejahatan yang
dilakukan padatahun 1999 sgja. Di satu sisi, investigasi
dan penuntutan telah berlangsung di Timor Leste di
bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsamel alui
pendirian Satuan Investigasi K ejahatan Berat dan Panel
Khusus untuk K ejahatan Berat. Didirikan oleh Adminis-
trasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsadi Timor Leste
(‘UNTAET’), Satuan Investigasi Kejahatan Berat ini
(*SCU’) sebagian besar terdiri dari staf internasional di
bawah kepemimpinan seorang Wakil JaksaAgung untuk
Kejahatan Berat yaitu seorang staf internasional yang
bertanggung jawab untuk mengarahkan investigasi dan
pendakwaan terhadap orang yang tertuduh melakuakan
‘Kegjahatan Berat’ pada tahun 1999. Orang-orang yang
didakwa oleh SCU diadili di depan Panel Khusus Keja-
hatan Berat dari Pengadilan Distrik Dili (‘ Panel Khusus').
Didirikan menurut regulasi UNTAET No.15 tahun 2000,
‘Panel Khusus' ini terdiri dari seorang hakim Timor Leste
dan duahakim internasional, dan memberlakukan yurid-
iksi eksklusif atas ‘Kejahatan Berat. Kejahatan Berat
didefinisikan dalam Regulasi 11 tahun 2000 sebagai ke-
jahatan perang, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanu-
siaan dan permusnahan suku (sebagai manadidefinisikan
dalam Anggaran Dasar Roma dari Pengadilan Pidana
Internasional), berserta dengan pembunuhan dan kejaha-
tan seksual (sebagaimana didefinisikan dalam hukum
pidana Indonesia yang berlaku pada tahun 1999). Panel
Khusus didirikan pada bulan Juni 2000, tetapi belum
memulai operasi untuk beberapabulan. Upayanaik band-
ing terhadap keputusan dari Panel Khusus diurus oleh
Pengadilan Tinggi, tetapi pengadilan ini telah tidak ber-
fungsi secararegular karenakekurangan hakim.%° Yurid-

iksi Panel Khususdilingdungi dalam hal kasus 1999 oleh
ketetapan transisi dalam Undang-undang Dasar Timor
Leste. Sampai dengan tanggal 23 Februari 2003, SCU
telah mengeluarkan 58 dakwaan yang mendakwa 225
orang dengan K ejahatan Berat, dari mana 217 orang di-
tuduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang
dilakukan pada tahun 1999. Pada tanggal 24 Februari
2003, SCU ini mengeluarkan beberapa dakwaan baru
terhadap tokoh-tokoh Militer Indonesiayang sangat ting-
gi, termasuk mantan Menteri Pertahanan dan Panglima
Angkatan Bersenjata, Wiranto Jenderal (sudah pensiun).

Di sisi lain, sebuah proses penuntutan dan pemerik-
saan pengadilan telah berjalan di Indonesia. Pada bulan
Maret 2002, sebuah pengadilan hak asasi manusiaad hoc
mulai beroperasi di Jakarta untuk mengadili 18 orang
terdakwa atas kejahatan yang dilakukan di Timor Leste
padatahun 1999. Terdakwa-terdakwatersebut termasuk
beberapa perwiratinggi militer, dan jugaperwiratingkat
menengah dan pimpinan-pimpinan pro-integrasi Timor
Leste. Yuridiksi pengadilan ad hoc tersebut terbatas se-
cara geografis dan masa waktu, dengan hanya meliputi
distrik-distrik tertentu di Timor Leste dan peristiwa—
peristiwa yang terjadi pada bulan April dan September
1999. Pemeriksaan-pemeriksaan tingkat pertama penga:
dilan ad hoc tidak lama lagi akan diselesaikan, dengan
semua perwira TNI selain dari salah satunya dibebasa-
kan dari tuduhan sampai saat ini. Berberapa upaya naik
banding dinantikan.

Selain dari usaha-usahatersebut untuk menginvesti-
gasi dan menuntut kejahatan yang dilakukan padatahun
1999, UNTAET dan Pemerintah Timor L estetelah mendi-
rikan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsilasi
(‘CRTR")X. Terdiri dari tujuh orang komisaris nasional
dan sejumlah komisaris regional, CRTR diberi mandat
untuk memainkan peran baik dalam mencari kebenaran,
maupun dalam mencari rekonsiliasi. CRTR diberi kuasa
untuk melakukan sidang yang terbukauntuk umum, mem-
peroleh pernyataan dari individu-individu, menggali
kembali bangkai korban dan menyita dokumen, demi
maksud pembentukan sebuah catatan sejarah yang ber-
wenang mengenai penyebab-penyebab dan sifat pelang-
garan hak asasi manusia yang dilakukan di Timor Leste
antara bulan April tahun 1974 dan bulan Oktober tahun
1999. CRTR jugadiberi kuasauntuk menjalankan Prose-
dur Rekonsiliasi Komunitas berkenaan dengan orang
yang mengakui tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan
yang bukan kejahatan berat. Prosedur ini memungkinkan
CRTR untuk memfasilitas reintigrasi pelaku-pelaku
tingkat bawah melalui tindakan non-pidana. Akan tetapi
apabila seorang individu mengakui melakukan, atau
CRTR menemukan informasi menyangkut, kejahatan
berat®?, kasus tersebut harus ditunjukan kepada Jaksa
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Agung untuk dipertimbangkan.

Il. Maksud dan Tujuan

Dengan rencanaMisi Dukungan Perserikatan Bang-
sa-bangsa di Timor Leste (UNMISET’, pengganti UN-
TAET) untuk menyelesaikan operasinya pada pertenga-
han tahun 2004, dan masa depan yang tidak jelas untuk
SCU dan Panel Khusus, kemungkinan-kemungkinan
untuk investigasi dan penuntutan terus belum jelas. Te-
lah terdapat kritikan hebat tentang keseriusan proses pen-
gadilan ad hoc di Jakarta. Di Timor Leste, perdebatan
terus berlangsung di dalam pemerintah baru, dan antara
pemerintah dan kelompok masyarakat sipil, mengenai
manfaat relatif dari penuntutan berlanjut dan mengenai
mekanisme mana yang dapat dan harus ditempuh untuk
menuntut pertanggung jawaban dari para pelaku. Meng-
ingat perdebatan ini, dan karena kebutuhan yang dirasa-
kan orang atas lebih banyak dialog antara kelompok
masyarakat sipil, pemerintah Timor Leste dan perwak-
ilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai jalan menu-
ju pertanggung jawaban atas kejahatan internasional,
Pusat Asia Pacific untuk Hukum Militer, dari Fakultas
Hukum Universitas M elbourne dan Program Pemantauan
Sistem Judisial (Dili) telah mengadakan simposium dua
hari di Melbourne, Australia, untuk meninjau kembali
kemajuan pada saat ini dan kemungkinan-kemungkinan
masa depan untuk mencapai keadilan. Simposium ini
diikuti oleh perwakilan dari pemerintah Timor Leste,
UNMISET, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Indonesiadan Timor Leste, LSM Internasional dan ahli-
ahli dalam hukum internasional®®. Simposium ini diket-
uai oleh lan Martin, wakil presiden Pusat Internasional
untuk Keadilian Transisi (New York), dan mantan Wakil
Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) untuk UNAMET.
Simposiumini tertutup untuk pers dan umum, dan peserta
tidak diidentifikasikan dalam kutipan presentasi dan ko-
mentar. Laporan ini meringkaskan tema-temautamayang
timbul dari presentasi dan diskusi dalam simposium,
namun begitu tidak berarti bahwalaporan mencerminkan
sebuah pandangan konsensus.

I11. Keadaan Sekarang dalam Pertanggung
jawaban Untuk Kejahatan Internasional Yang
Dilakukan Di Timor Leste
3.1 Satuan Kejahatan Berat (SCU) dan Panel Khusus
Untuk Kejahatan Berat

Pada saat ini SCU terdiri dari 111 personil : 64 staf
internasional (termasuk petugas kepolisian Perserikatan
Bangsa-Bangsa), dan 57 staf lokal (termasuk 6 petugas
kepolisian Timor Leste dan 10 orang jaksa Timor Leste
yang sedang mengikuti latihan). SCU mempunyai 4 tim
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penuntutan dengan setiap team bertanggung jawab atas
beberapadistrik, dan satu tim nasional . Sejak perkerjaan
SCU dimulai, SCU telah mengel uarkan 58 pendakwaan
yang menuduh 225 orang, dari jumlah mana 217 orang
dituduh atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sampai
tanggal 28 Pebruari 2003, 60 persen dari terdakwa tetap
bebasdi RI. SCU tidak mempunyai cukup sumber untuk
menginvestigasi semua pelanggaran berat hak asasi
manusia dari tahun 1999, dan oleh karena itu telah me-
milih untuk memfokuskan investigasinyapada 10 ‘ kasus
prioritas’ yang meliputi kebanyakan dari 13 Distrik Di
Timor Leste. Kasus tersebut adalah:

1. KasusLospalos

2 KasusLolotoe

3. Pembunuhan masal di GergjaLiquica

4. Serangan terhadap rumah Manuel Carras-

caldo
Pembunuhan masal di Passabe dan Makaleb
Batalion 745 TNI
Pembunuhan di Cailaco
Pembunhan di Markas Polisi Maliana
Pembunhan masal di Gereja Suai
0. Serangan terhadap Kediaman Uskup Belo
dan Diosis Dili.

B © o~ u

Dakwaan telah dikeluarkan berkenaan dengan dela-
pan dari sepuluh kasus prioritas, dengan dakwaan terba-
ru terhadap perwiratinggi TNI* dikel uarkan padatang-
gal 20 Pebruari 2003. Salah satu pemeriksaan pengadilan
dalam kasus prioritas (kasus L ospal 0s) telah diselesaikan,
dalam mana 10 oknum Timor Leste dihukum atas keja-
hatan terhadap kemanusiaan,® dan satu pemeriksaan
pengadilan kasus prioritaslainya(Kasus L olotoe) sedang
berlangsung. Investigasi terhadap pembunuhan di Mar-
kasPolis Malianadiperkirakan akan disel esaikan dalam
beberapa bulan mendatang. Karena kekurangan sumber
dayamanusia, jumlah kasusdari tahun 1999 yang belum
diinvestigasi masih besar. Kemungkinan besar bahwa
sebanyak 60 persen dari pembunuhan yang tercatat masih
belum akan diinvestigasi pada saat kapasitasinvestigatif
SCU dikurangi dalam persiapanya untuk akhir mandat
UNMISET.

Hingga saat ini 32 orang telah divonis atas Kejaha
tan Berat, dari mana 10 orang telah divonis atas kejaha-
tan terhadap kemanusian. Angka-angkaini menunjukan
bahwa SCU dan panel khusus sedang berfungsi, akan
tetapi SCU baru sagjamencapai tingkat keefisienan yang
perlu karena peningkatan sumber dayayang baru disedi-
akannya. Jangkawaktu panjang di mana SCU tidak ber-
fungsi secaraefektif dapat dihindari dengan pengelolaan
dan perencanaan yang lebih baik.



Hinggasaat ini, belum adakerjasamadari Indonesia
terhadap permohonan atas penahanan dan pemindahan
terdakwa yang berada di Indonesia. Banyak saksi yang
ingin penyelidik wawancari jugaberadadi Indonesiateta-
pi belum disediakan. Indonesia telah menolak Surat
K esepakatan tentang kerjasamayudisial yang ditandatan-
gani bersamadengan UNTAET padabulan Januari 2000,
atas dasar bahwa Surat K esepakatan itu tidak akan ber-
sifat mengikat tanpa pengesahan oleh parlamen Indone-
sia. Surat-surat Keterangan yang dikeluarkan oleh SCU
telah diabaikan. SCU akan terus mengel uarkan dakwaan
dan mencari perintah penangkapan Interpol bagi orang-
orang yang dianggap beradadi Indonesia, tetapi diperlu-
kan tekanan keras dari masyarakat internasional untuk
mendorong Indonesi auntuk menahan dan memindahkan
oknum-oknum tersebut. Bahkan jika tekanan itu sudah
ada, telah diperhatikan oleh seorang peserta simposium
bahwa mungkin ada rintangan Konstitusional terhadap
ekstradisi warga hegara Indonesia, meskipun dasar hu-
kum untuk larangan ini tidak jelas. Dalam pernyataan-
nya baru-baru ini dalam menanggapi dakwaan terhadap
Jenderal Wiranto dan personil TNI tinggi lainya, RI te-
lah menyampaikan dengan tegas bahwa Indonesia tidak
menganggap dakwaan oleh SCU sebagai dakwaan yang
sah, dan bahwa Indonesia tidak berkewajiban untuk
menyerahkan terdakwa kepada Panel Khusus'®.

Selama pengunjungannya pada distrik-distrik di
Timor Leste, penyelidik SCU telah menghadapi tuntut-
an keras agar orang yang telah mengatur dan melakukan
kejahatan pada tahun 1999 diadili. Kepulangan anggota
dan pengurus milisi kepada masyarakat-masyarakat di
Timor Leste adalah sulit untuk korban yang kasusnya
belum diinvestigasi atau diadili. Banyak korban telah
lama menantikan keadilan dan mungkin akan kehilangan
kepercayaan pada pel aksanaan keadilan. Hal ini dipersulit
oleh pengetahuan banyak orang bahwa pelaku dan per-
encana yang bertingkat tinggi tetap tidak bertanggung
jawab dengan beradadi Indonesia. Tampaknyatidak ada
banyak kepercayaan bahwa pengadilan ad hoc di Jakarta
akan mengadili para pelaku dan tidak ada banyak peng-
hormatan terhadap sistem keadilan Indonesia. Pemimpin-
pemimpin masyarakat-masyarakat Timor Leste menun-
tut bahwa pengurus dan pelaku, baik orang Indonesia
maupun orang Timor Leste, diadili melalui sistem keadi-
lan Timor Leste, dan jika hal itu tidak mungkin, melalui
sebuah Pengadilan Internasional untuk Timor Leste. Tun-
tutan keadilan ini tetap kuat dalam kebanyakan bagian
masyarakat, dan hal ini mungkin bertentangan dengan
usaha-usaha pemerintah Timor Leste untuk mengangkat
rekonsiliasi dan membangun hubungan dengan pemerin-
tah Indonesia.

Masa depan SCU setelah selesainya mandat UN-
MISET (bulan Juli 2004) adalah tidak jelas. Langkah-
langkah sekarang ditempuh SCU untuk melatih jaksadan
penyelidik dari Timor Leste melalui latihan mingguan
yang berkelanjutan. Pemerintah Norwegia telah mem-
berikan dana untuk membayar ggji pengikut latihan, dan
USAID telah membiayai latihan 8 minggu untuk 20 or-
ang Timor Leste. Empat orang dari orang Timor Leste
yang mengikuti latihan sudah siap untuk menerimatugas
sebagai jaksa dalam kasus K gjahatan Berat, tetapi sebe-
lum mereka dapat melaksanakan tugasini, merekaharus
ditunjuk oleh Pemerintah Timor Leste. Meskipun permo-
honan agar penunjukanini dilakukan dengan cepat, hing-
gasaat ini pemerintah belum menunjuk mereka sebagai
penunutut. Sebagai akibatnya, sekarang tidak ada jaksa
dari Timor Leste untuk Kejahatan Berat , dan SCU tidak
mampu untuk menerima pengikut latihan lagi.

Terdapat agak banyak frustrasi di antarahakim karena
kurangnya sumber daya dan dukungan untuk tugas pen-
gadilan Panel Khusus. Khususnya, diperhatikan bahwa
tidak berfungsinya Pengadilan Tinggi karena ketidak-
mampuan berlanjut untuk menunjukan seorang hakim
internasional membahayakan hak orang yang dihukum
untuk naik banding, dan mengurangi kepercayaan
masyarakat pada proses keadilan. Pengadilan-pengadilan
juga menhadapi keterbatasan berat dalam sumber daya
manusia dan materi. Hakim-hakim tidak ada akses regu-
lar pada internet, jumlah komputer-komputer untuk
mel akukan pekerjaan merekasedikit sekali, tidak ada staf
dukungan, dan hampir tidak ada buku pelajaran atau ba-
han-bahan hukum dalam bahasa Indonesia. Tidak ada
pelayanan pencatatan sidang pengadilan pada saat ini,
dengan demikan sulit untuk membetulkan bukti yang
diberikan di pengadilan atau meninjau kembali dengan
teliti argumentasi hukum. Ada kekurangan penerjemah
dengan pengetahuan hukum yang dibutuhkan. Apalagi,
masal ah-masal ah yang dihadapi oleh Panel Khususjuga
dihadapi di seluruh sistem hukum nasional.

Dalam menanggapi suatu pertanyaan mengenai keg-
agalan berlanjut untuk mengangkat seorang hakim inter-
nasional untuk Pengadilan Tinggi, diperhatikan bahwa
Komisi Pelayanan Judisial Transisi telah mengemukakan
nama-namadari tiga hakim yang pantas, padaawal tahun
2002, tetapi orang-orang ini tidak ditunjuk oleh UNTA-
ET sebelum akhir mandatnya. Pemerintah Timor Leste
jugabelum mengangkat hakim-hakim tersebut. Diperha-
tikan lagi bahwa nama-nama dari beberapa calon yang
berkwalifikasi telah diserahkan kepada Kementerian
Kehakiman Timor Leste, tetapi tanpa tanggapan yang
cepat. Secarakesel uruhan, kegagal an untuk mengangkat
hakim-hakim untuk Pengadilan Tinggi merupakan akibat
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dari perencanaan dan pengel olaan yang kurang baik dari
pihak UNTAET dan pemerintah Timor Leste.

Undang-undang Timor L este yang mengatur penga:
ngkatan hakim menetapkan bahwa hakim Pengadilan
Tinggi harus memiliki pengalaman 15 tahun dan harus
lancar dalam bahasa Inggris dan Portuges. Adalah sulit
untuk menarik calon yang berkwalifikasi tinggi semacam
ini dengan tingkat gaji hakim pada saat ini. Namun begi-
tu, seorang hakim Pengadilan Tinggi telah ditemukan dan
agaknya akan diumumkan dalam waktu dekat. Lagi pula,
lebih banyak hakim Panel Khusus, jaksa dan pembela
akan diangkat. Namun begitu, diperlukan tingkat keter-
libatan lebih tinggi dari pemerintah Timor Leste.

Juga diamati bahwa sampai sekarang, pembentukan
sistem pengadilan yang berjalan baik didekati sebagai
suatu tujuan pembangunan, daripada suatu kebutuhan
prioritas. Sebagai akibatnya, kedua Panel Khusus dan
sistem pengadilan biasa terus menderita persoal an-per-
soalan yang telah diidentifikasi |ebih dari duatahun yang
lalu. Sebagaimana diperhatikan salah satu peserta, fakt-
anya bahwa sistem pengadilan tidak berfungsi merupa-
kan sebuah ‘rahasiaumum’. Di dalam sektor hukum ada
frustasi mendalam terhadap keadaan sekarang, dan be-
berapa orang merasa bahwa, meskipun usaha terbaik
mereka sendiri, sistem ini tidak akan cukup untuk me-
menuhi kebutuhan atas keadilan. Secara khusus, diper-
hatikan bahwa di antara 20 atau lebih orang yang telah
dihukum, kebanyakannya adalah pelaku tingkat bawah,
dan sering yang buta huruf. Orang-orang yang paling
bertanggung jawab tetap beradadi Indonesia, di luar jan-
gkauan Panel Khusus. Banyak permohonan ekstradisi
telah dikirim ke Indonesia tanpa tanggapan, dan juga
perlu dipertanyakan apakah Undang-undang Timor Leste
- yang melarang ekstradisi orang Timor Leste - jugaakan
menjadi hambatan terhadap meminta Indonesia untuk
menyerahkan warga negaranya ke Timor Leste.

Jelasnya, kejahatan-kejahatan yang sudah diadili bu-
kan ‘tidak berarti’ atau tidak penting untuk pihak korban
peristiwa tersebut. Namum begitu, diantara orang yang
kasusnyabelum - atau tidak dapat karenaketidakmampuan
untuk menangkap terdakwa - dibawa ke pengadilan, pen-
geluaran dakwaan adalah ha yang penting. Umpan balik
dari pihak korban kepada penydlidik menunjukan bahwa
dakwaan dilihat sebagai dokumen umum yang mengiden-
tifikasi kemungkinan besar adanya kesalahan. Sepanjang
ini, masih ada dukungan masyarakat untuk proses Keja
hatan Berat, tetapi juga ada penyadaran bahwa sekarang
ini sangat tidak mungkin untuk menahan perencana dan
pelaku tingkat tinggi, tanpa aksi dari masyarakat interna-
sional - dan bahkan dengan hal itu, hukum nasional Indo-
nesia dapat merintangi proses ekstradisi.
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3.2 Komis Penerimaan, Kebenaran dan
Rekonsilias [CRTR]

CRTR mempunyai tujuh komisaris nasional, 29 ko-
misarisregional, 200 staf Timor Leste dan 10 staf inter-
nasional. Mandat CRTR adalah untuk menyelidiki sgjarah
pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste antara
bulan April 1974 dan Oktober 1999, dan untuk melapor-
kan penemuannyakepada pemerintah, rakyat Timor Leste
dan masyarakat internasional. CRTR juga bertanggung
jawab untuk melaksanakan rekonsiliasi tingkat
masyarakat bagi orang- orang yang telah melakukan ke-
jahatan selaindari * ‘ kejahatan berat’'’. CRTR menduku-
ng pekerjaan kehakiman dan pemerintah dalam usaha
mereka untuk menuntut pelanggaran berat hak asasi
manusia yang dilakukan di Timor Leste.

Hingga saat ini, CRTR telah mengumpulkan 300
pernyataan, dengan kebanyakannya diberikan secara
sukarela oleh pelaku. CRTR menentukan pernyataan
mana yang cocok untuk prosedur rekonsiliasi, dan yang
mana yang akan ditunjukan kepada kantor JaksaAgung
untuk kemungkinan penuntutan. Diperhatikan bahwa,
pada saat ini SCU tidak mempunyai sumber daya yang
cukup untuk menyelidiki dan menuntut kasus yang ditu-
jukan kepadanya oleh CRTR,dan oleh karena itu kese-
imbangan terusul antara rekonsiliasi dan pertanggung
jawaban dipengaruhi. 2000 pernyataan yang lain telah
dikumpulkan sebagai bagian dari fungsi mencari kebe-
naran dari CRTR.

Dalam pekerjaan CRTR hinggasaat ini, CRTR telah
berhadapan dengan tuntutan kuat atas keadilan untuk
pelaku tingkat tinggi. Orang Timor Leste telah bertanya,
mengapa CRTR hanyamemperhatikan kasus-kasus kecil?
Lagi pula, tampaknyatidak adabanyak kepercayaan pada
pemeriksaan pengadilan yang berlangsung di Jakarta.
Masalah keadilan harus diselesaikan, dan pekerjaan
CRTR akan melengkapi kelanjutan proses keadilan.

3.3 Badan Eksekutif Pemerintah Timor Leste
Diamati secara berulang-ulang bahwa pemerintah
Timor Leste belum menentukan posisi dan kebijakan
yang jelas mengenai :
(a) Prioritasrelatif bagi keadilan untuk kejaha-
tan internasional sebagai kebijakan urusan luar
negeri dan tujuan dalam negeri.
(b) Kelanjutan proses Kejahatan Berat setelah
mandat UNMISET berakhir.
(c) Tingkat dukungan yang dapat dan akan dise-
diakan pemerintah untuk kel anjutan penuntutan
melalui proses Kejahatan Berat, dan apakah
pemerintah akan secara aktif mencari dukungan
dari donor-donor untuk maksud ini.



(d) Opsi lainyang dapat dicari pemerintah apa-
bila baik proses Kegjahatan Berat maupun pemer -
iksaan pengadilan Jakarta ternyata tidak cukup
untuk menjaminkan tingkat pertanggung jawa-
ban yang perlu.

Tanpa kejelasan kebijakan mengenai masal ah-
masalah yang tersebut di atas, tidak ada kemungkinan
besar bahwamasyarakat internasional dapat dimotivasi-
kan untuk mengembalikan masal ah keadilan untuk Timor
L este kepada agenda internasional .

Sebagai tanggapan terhadap kesulitan-kesulitan ini,
diperhatikan bahwaK ementerian Urusan Luar Negeri dan
K erjasamamendukung usahainternasiona —oleh pemain
negara dan bukan negara — untuk mencari pertanggung
jawaban bagi kejahatan internasional yang dilakukan di
Timor Leste, yang dapat termasuk kemungkinan penga-
dilan internasional. Akan tetapi Timor Lestetidak mam-
pu mengel uarkan sumber-sumber dalam kampanye menu-
ju hasil ini. Pemerintah eksekutif di Timor Leste masih
kurang kuat dan kurang berkembang, dan sedang menang-
gapi kebutuhan dan tuntutan yang sangat penting yang
timbul sehari-hari. Sebagai akibatnya, kebijakan pemer-
intahan mengenai masalah keadilan, proses K gjahatan
Berat dan sebuah pengadilan internasional belum diru-
muskan dalam carayang logis.

Disampaikan teori bahwa, secara praktis, pemerin-
tah beroperasi di bawah keterbatasan ketergantungannya
pada bantuan luar negeri. Opsi-opsi kebijakan lebih di-
batasi |agi oleh persyaratan yang dikenakan oleh lemba-
gakeuangan internasional seperti Bank Dunia. Pemerin-
tah ini tidak cukup memiliki personil administratif yang
terampil, dan infrasruktur admistratifnyaterlalu dibebani
dengan menanggapi krisis-krisis sehari-hari. Keadaan
pertahanan dan keamanan tetap lemah, dan hal ini men-
imbulkan pertanyaan apakah Timor Leste mampu meng-
hadapi akibat dari upaya mengadili atau berusaha untuk
mengadili tokoh-tokoh militer tinggi Indonesia. Timor
Leste hanya memiliki kebebasan pilihan relatif dalam
mengambil keputusan tentang bagai mana menanggulan-
gi kejahatan internasional.

3.4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Timor
Leste

LSM Timor Leste telah melakukan konsultasi den-
gan pihak korban dan para kelompok korban di Timor
L este, dan tuntutan kehadilan adalah sangat kuat. Adadua
tuntutan yang terutama: agar pelaku pembunuhan dan
kejahatan terhadap kemanusi aan dihadapkan pengadilan,
dan agar terdapat semacam bentuk rehabilitasi bagi pi-
hak korban. Yaitu pihak korban mencari semacam ganti
rugi atau perbaikan atas kerugian yang merekaalami, dan

mereka juga mencari pengakuan psikologis. Walaupun
hal ini merupakan sesuatu yang sedang dipertimbangkan
CRTR, program semacam ini adalah sulit untuk sumber
dayaCRTR. Kelompok korban telah mengorgani sasikan
diri ke dalam kooperasi ekonomi untuk memperdayakan
diri secara ekonomis, dan memperkuat suara mereka
dalam menuntut keadilan. L SM-L SM telah mengumpul -
kan bukti mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan
sgjak 1975, dan akan menyediakan informasi tersebut
kepada CRTR.

Posisi LSM Timor Leste adalah bahwa hanya peng-
adilan kejahatan internasional saja yang akan cukup
memenuhi keperluan keadilan orang Timor Leste. Peng-
adilan ad hoc hak asasi manusia di Jakarta dipandang
dalam sektor ini sebagai sebuah ‘ Pengadilan Sandiwara’,
yang bermaksud menutup dari pada mengungkapkan ke-
jahatan-kejahatan pelaku. Keterbatasan sumber daya
Panel Khusus dan kurangnyakerjasamadari pihak Indo-
nesiaberarti bahwatidak ada kemungkinan besar bahwa
Panel Khusus akan mengadili orang-orang yang paling
bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Dianjur-
kan bahwa pengadilan kejahatan internasional tersebut
dapat menjadi baik pengadilan ‘campuran’ yang terdiri
dari staf Timor Leste, Indonesia dan internasional dan
terletak di sebuah negaranetral, maupun pengadilan yang
bersifat internasional secara penuh dan terletak di Dili
atau sebuah negara tetangga. Ditekankan bahwa penga-
dilan apa sgja harus didirikan oleh sebuah resolusi Dew-
an Keamanan yang mewajibkan negara-negara untuk
bekerjasama dengan perintah pengadilan. Wakil-wakil
sektor LSM di Timor Leste juga mengatakan bahwa
mekanisme keadilan apa saja harus termasuk sarana un-
tuk menyediakan rehabilitasi kepada pihak korban, sep-
erti pelayanan kesehatan, perbaikan dan bentuk-bentuk
pengakuan.

3.5 Pemeriksaan Pengadilan Jakarta

Pada bulan Januari 2000, komisi yang diangkat oleh
Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Indonesia (KOM-
NAS HAM) untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi
manusiadi Timor Leste selama 1999 (KPP-HAM) meng-
hasilkan laporan terinci yang memberi namadari 32 per-
wira TNI dan pemimpin milisi sebagai orang yang ber-
tanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manu-
sia, dan menganjurkan penuntutan mereka. Pada bulan
November 2000, parlemen Indonesia mengesahkan se-
buah undang-undang yang memberikan kuasa pada pem-
bentukan sebuah pengadilan ad hoc hak asasi manusia,
yang dapat didirikan oleh K eputusan Presiden. Pada bu-
lan Maret 2001 Presiden Indonesia pada waktu itu, Ab-
durrahman Wahid, mengeluarkan keputusan untuk
mendirikan sebuah pengadilan ad hoc hak asasi manusia
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untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan di Timor Leste setelah tanggal 30 Agustus
1999. Setelah mulai jabatanya pada bulan Agustus 2001,
Presiden Megawati Sukarnoputri mengamandemen
yuridiksi pengadilan tersebut supayatermasuk kejahatan
yang dilakukan dalam bulan April 1999. Sehingga peng-
adilan hanya memiliki juridiksi terhadap lima khasus
pelanggaran berat hak asasi manusiayang dilakukan pada
tahun 1999 : pembunuhan masal di gereja Liquica, se-
rangan terhadap kediaman Manuel Carrascalao, pem-
bunuhan masal di gereja Suai, serangan terhadap kedia-
man Uskup Belo dan pembunuhan wartawan Belanda,
Sanders Thoenes.

Enam bulan berlalu sebelum hakim-hakim diangkat
dan pengadilan ad hoc mulai beroperasi. Dari 32 orang
yang diidentifikasikan dalam laporan KPP-HAM, hanya
18 orang didakwa. Dari jumlah ini 11 orang telah di be-
baskan, 3 orang divonis dan dihukum dengan antara 3
sampai 10 tahun penjara, dan 4 putusan dinantikan. Up-
aya naik banding telah digjukan baik terhadap hal pem-
bebasan maupun penghukuman, dan belum dipastikan.

Beberapa pakar dan pengamat pengadilan telah mem-
buat kritikan berat terhadap pemeriksaan pengadilan ad
hoc hak asasi manusiadan menyimpulkan bahwa pemer-
iksaan tersebut tidak mampu menjaminkan keadilan atas
kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan di
Timor Leste. Dakwaan-dakwaan dipersiapkan ‘ secara
buruk sekali’ dan muatannya sering tidak konsisten, seh-
ingga akan sulit bahkan untuk pengadilan yang tidak
memihak untuk menghukum terdakwa berdasarkan buk-
ti yang disampaikan. Terdakwa telah dituntut atas dasar
* kegagalan mereka untuk mencegah’ pelanggaran hak
asasi manusia, dengan implikasi kuat bahwa kekerasan
yang terjadi pada dasarnya merupakan akibat dari konf-
lik antarafaksi-faks Timor Leste, dalam manaTNI meru-
pakan penonton yang tidak berdaya. Banyak bukti yang
dapat membuktikan salah teori ini, termasuk laporan
KPP-HAM, telah diabaikan atau tidak diperkenalkan
selama pemeriksaan berlangsung. Terjemahan sebagian
besar tidak cukup, dan ketiadaan program perlindungan
saksi berarti bahwa sedikit sekali orang saksi matatelah
menghadiri untuk pihak penuntutan.

Hakim-hakim pengadilan ad hoc kurang memiliki
kompetensi dalam hukum kejahatan internasional, dan
telah tidak mampu untuk menginterpretasi dan menerap-
kan dengan cukup prinsip-prinsip hukum yang relevan.
Merekatidak disediakan dengan dukungan institusional
yang cukup, mereka kekurangan fasilitas yang sesuai
untuk penelitian dan, memang, belum dibayar untuk pe-
kerjaan mereka karena keputusan presiden yang menge-
sahkan gaji mereka belum ditandatangani. Kekurangan
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eksplisit dukungan institusional ini merupakan bagian
dari kontekstekanan palitik, yang telah memberikan ke-
san kepada para hakim bahwatugas merekatidak diduku-
ng oleh institusi dan sektor lain negara. Lagi pula, tidak
adabanyak dukungan dari masyarakat umum untuk pros-
espengadilan, oleh karenakepercayaan terus pada pendi-
rian resmi bahwa kekerasaan di Timor Leste merukpa
kan konflik antara orang Timor Leste yang diperburuk
oleh penipuan ol eh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menu-
rut pandangan ini, perwira TNl merupakan pahlawan
yang berusaha untuk melaksanakan tugas mereka dan
mempertahankan kesatuan Indonesia. Pandangan ini te-
lah menjadi bagian dari versi pengadilan, melalui dak-
waan sendiri, sehingga‘ pengadilan tel ah menjelmamen-
jadi benteng pertahanan yang paling kuat untuk melind-
ungi terdakwa'.

Dispekulasikan bahwa TNI menyetujui pelaksanaan
pemeriksaan pengadilan dalam negeri karenalebih mudah
untuk militer untuk menghadapi proses hukum di dalam
Indonesia, daripada secarainternasional . Adal ah mungkin
bahwa pada permulaannya dicapai persetujuan bahwa
personil militer akan lolos dari penghukuman atau huku-
man berat. Namum begitu, diperhatikan bahwadalamtiga
hukuman yang dijatuhkan sampai sekarang (termasuk
seorang perwira militer tingkat menengah), sebuah pan-
el hakim yang bukan hakim tetap, dengan keahlian lebih
besar dalam hukum kejahatan internasional telah menget-
uai pemeriksaan. Dengan upaya naik banding sedang
dipertimbangkan di Mahkamah Agung, tidak ada kemu-
ngkinan besar bahwa personil TNI yang dihukum akan
menjalani masa hukuman apa sgja di penjara.

Ditekankan bahwa kegagalan proses penuntutan
dalam negeri Indonesia perlu dianalisa secara canggih
dan teliti untuk membantu mengembalikan masalahitu
kepada agenda internasional. Secara spesifik diperha-
tikan bahwa Sekretaris Jenderal telah berjanji untuk
‘memantau secaradekat kemajuan menuju sebuah tang-
gapan yang dapat dipercayakan’ terhadap kejahatan
1999, dan melaporkan kembali kepada Dewan Keaman-
an tentang hal ini. Diingat bahwa penangguhan Seker-
taris Jenderal terhadap tanggapan Dewan Keamanan
atas kejahatan yang dilakukan padatahun 1999 didasar-
kan penerimaannya terhadap jaminan RI bahwa keadi-
lan akan dicari secara cepat dan tidak memihak. Oleh
karenaitu ditegaskan bahwa sekarang perlu untuk bek-
erja menuju mencipta kondisi dalam mana pengakuan
kegagalan proses pengadilan dalam negeri Indonesia
memperoleh persetujuan dari Sekertaris Jenderal. Be-
berapa LSM internasional sedang menyelesaikan pen-
injauan terhadap pengadilan Jakarta, dan Komisaris
Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-



Bangsa telah menganjurkan pengangkatan seorang pa-
kar untuk meninjau dan membuat laporan tentang pe-
meriksaan pengadilan tersebut. Setelah dasar analisa
tegas didirikan melalui usaha semacam itu, pertimban-
gan harus diberikan pada bagaimana penemuannya da-
pat dikembalikan ke agenda Dewan Keamanan.

Ada beberapa faktor yang menyarankan keperluan
untuk bergerak dengan cepat dalam bidang ini. Perhatian
internasional pada pemeriksaan pengadilan ini telah
menurun sekali, dengan sedikit sgja kedutaan mengirim
pengamat. Lagi pula, sejak serangan terorisdi New York
padatahun 2001, tekanan terhadap I ndonesiatelah menu-
run secaraagak besar, dan perhatian pada masalah Timor
L este secara keseluruhan sedang memudar. Tampaknya
sikap yang muncul adalah ‘ Timor Leste adalah sgjarah’,
dan sangat tidak mungkin bahwa kecenderungan ini akan
dibalikkan jika pemerintah Timor Leste tidak memiliki
pendekatan yang terpadu atau logis untuk menggerakkan
dukungan dari negara-negara lain untuk mempertahan-
kan masalah keadilan di agendainternasional. Di dalam
Indonesia, kekuatan masyarakat sipil lebih lemah dari
padatigatahun yang lalu dan hanyakel ompok-kelompok
kecil saja yang tertarik pada mencari keadilan untuk
Timor Leste. Juga perlu dipertimbangkan bagaimana
dakwaan-dakwaan perwira TNI oleh Panel Khusus dap-
at dipergunakan secara efektif diluar Timor Leste. Me-
kanisme-mekanisme yang perlu diselediki termasuk
penggunaan ‘daftar hitam’ imigrasi, pengedaran “ Surat
Keterangan Merah” Interpol dan pengajuan kasus dalam
wilayah yuridiksi yang memperbolehkan penuntutan ber-
dasarkan yuridiks universal.

Pembebasan dan hukuman dalam pemeriksaan pen-
gadilan Jakartamenimbul kan pertanyaan apakah penun-
tutan lebih lanjut terhadap individu-individu yang sama
akan dihalangi oleh aturan yang mencegah ‘ Double Jeop-
ardy’ (non bisinidem)’. Diamati bahwa pada umumnya
aturan tersebut tidak akan diterapkan jika pemeriksaan
pertama berkesal ahan/berkekurangan pada pokoknya,
atau mengikuti carayang tidak imparsial, bebas atau ra-
jin, atau dirancang untuk melindungi terdakwa dari
penuntutan yang akan datang.*® Masalah non bisinidem
harus dipertimbangkan, tetapi peran yang dimainkan oleh
laporan-laporan yang disebut diatas dalam menunjukan
kekurangan dari pemeriksaan pengadilan Jakarta akan
menjadi bukti penting dalam menentukan apakah aturan
non bisin idemtidak berlaku pada kasus-kasusini.

V. Langkah Ke Depan :Ringakasan Komentar
Dan Diskusi

Gabungan keadaan sekarang ini dilihat secara luas
sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah
keadilan untuk Timor Leste ke agenda internasional .

4.1 Pemeriksaan Pengadilan Jakarta
Diterima oleh para peserta simposium bahwa
kegagal an pemeriksaan pengadilan Jakartaharus dicam-
kan pada masyarakat internasional dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa selama 6 bulan yang akan datang, mela-
lui berbagai aluran, termasuk:

(a) Laporan Analitis LSM;

(b) Tinjauan oleh seorang pakar independen

yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal atau

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia;

(c) Pernyataan oleh Komisi Hak Asasi Manusia

dalam pertemuan mendatang pada bulan Maret

2003;

(d) Laporan oleh Sekretaris Jenderal, atas per-

intah seorang anggota Dewan Keamanan.

Hal yang sangat penting sekali bagi keefektifan usa
ha-usaha di atas adalah pengambilan posisi oleh pemer-
intah Timor Leste mengenai pemeriksaan pengadilan
Jakarta, dan mengenai masalah pertanggung jawaban
secara umum.

4.2 Proses Kegjahatan Berat
Meskipun frustrasi yang dinyatakan terhadap Pros-
es Kejahatan Berat, disimpulkan di simposium bahwa
prosesitu sekarang berfungsi secaralebih efektif daripada
pada masa lalu, dan memiliki potensi untuk menghasil-
kan hasil yang berguna. Akan tetapi, potensi tersebut
sedang dihalangi oleh ketidakpastian tentang beberapa
masalah yang harus dihadapi. Masalah-masalah ini ter-
masuk:
(a) Sisa hidup prosesini : dengan mandat UN-
MISET yang dijadwalkan akan berakhir pada
bulan Juli 2004 SCU akan mulai memperkecil
pada tahun 2003. K erelaan masyarakat interna-
sional untuk memperpanjang proses itu diluar
mandat UNMISET tidak jelas. Jangka waktu
proses mungkin dapat diperpanjang jika pemer-
intah Timor Leste meminta, secara multilateral
dan bilateral, dukungan terus untuk proses ini.
Tetapi sampai sekarang, posisi kebijakan belum
diadopsi, dan penilaian tentang keperluan sektor
keadilan secara keseluruhan yang disediakan
kepada pemerintah belum diadopsi oleh pemer-
intah. Semacam perencanaan bersamaakan per-
lu dilakukan antara PBB dan pemerintah Timor
Leste untuk menghadapi perkecilan SCU dan
usaha-usaha untuk mengembangkan kapasitas
Timor Leste.
(b) Komitmen Pemerintah Timor Leste: bebera-
papesertadari Timor Leste mempersoal kan den-
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gan kuat mengapa pemerintah belum mengam-
bil posisi mengenai kesulitan-kesulitan dalam
proses kejahatan berat, dan belum menjawab
usulan dari staf Timor Leste dan internasional.
Personil hukum tinggi menyampaikan frustrasi
bahwatuntutan akan keadilan yang mereka hada-
pi setiap hari tidak didengarkan di tingkat pemer-
intah

(c) Perasaan Rakyat Timor Leste : Selain dari
bukti bersifat anekdot, belum adakonsultasi yang
resmi dan sistimatis dengan masyarakat Timor
Leste, dan pihak korban khususnya, tentang apa-
kah ada dukungan rakyat untuk melanjutkan
proses kejahatan berat. Terdapat indikasi bahwa
masyarakat sangat kecewa dengan kelambatan
prosesini dan kegagalan untuk mengadili pelaku
tingkat tinggi, dan juga dengan kurangya pelay-
anan di lapangan dan komunikasi dari lembaga
hukum kepada pihak korban. Namun begitu, ad-
alah keperluan untuk mengukur dukungan yang
ada untuk memperpanjang proses ini. Hal ini
dapat menjadi bagian dari sebuah konsultasi yang
lebih luas untuk menentukan isi tuntutan
masyarakat untuk keadilan dan tujuan yang
dirasakan untuk proses keadilan, yang dapat
mengiformasikan kebijakan pemerintah men-
genai masalah keadilan.

4.2.1 Prosedur Peraturan 61

Sebuah langkah sementara yang diusulkan untuk
membantu pihak korban merasa bahwa tindakan sedang
ditempuh untuk menghadapi kasus-kasus mereka, dan
untuk mengumumkan halnyatidak ada kerjasama Indo-
nesiadengan SCU, adalah prosedur ‘ Peraturan 61’ . Prose-
dur ini berasal dari Peraturan 61 dari Peraturan-peratu-
ran Bukti dan Prosedur dari Pengadilan Pidana Interna-
sional untuk bekas Yugoslavia (‘ICTY"). Di bawah per-
aturanini, Pengadilan tersebut dapat mengadakan sidang
untuk meninjau kembali suatu dakwaan di manaterdak-
watidak dapat ditemukan, atau tidak diserahkan kepada
pengadilan karenatidak ada kerjasama dari negaralain.
Sidang ini memperbolehkan pengadilan mendengarkan
beberapa bukti terhadap terdakwa - termasuk bukti dari
saksi - untuk menentukan apakah ada ‘alasan yang lay-
ak’ untuk berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan
kejahatan. Apabila pengadilan mencapai kesimpulan
tersebut, pengadilan dapat mengumumkan alasannyadan
menyatakan, jika sesuai, bahwa kegagalan untuk
menangkap terdakwa merupakan akibat dari
ketidakadaan kerjasama dari suatu negara.

Masalah hukum yang berkaitan dengan perkenalan
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prosedur semacam ini dalam Panel Khusus untuk Keja-
hatan Berat dipertimbangkan dalam Lampiran padalap-
oran ini,* tetapi diperhatikan bahwa kesulitan utama
dalam menggunakan prosedur semacam ini adal ah peng-
habisan sumber daya SCU dan Panel Khusus yang akan
disebabkan oleh prosedur ini. Sekarang ini SCU dan Pan-
el Khusustidak mampu mengadakan |ebih dari satu atau
dua sidang pemeriksaan untuk kejahatan terhadap ke-
manusi aan secarasekaian, dan oleh karenaitu perkenaan
sidang Peraturan 61 mungkin akan menjadi beban yang
tidak praktis pada sumber yang ada. Namum begitu, di-
terima bahwa sidang ini semacam ini dapat membawa
beberapa konsekwensi yang menguntungkan. Pertama,
sidang Peraturan 61 dapat membantu membangkitkan
kembali martabat pihak korban dengan memberikan
merekakesempatan untuk menyampaikan bukti, dan agar
kasus terhadap terdakwa diperdengarkan secara umum,
meskipun terdakwatidak beradadalam penahanan. Ked-
ua, publisitas yang akan mengelilingi sidang-sidang da-
pat meningkatkan tekanan politis pada Indonesia dan
masyarakat internasional, dengan menyoroti
ketidakadaan tindakan dari pihak Indonesia. Ketiga, pe-
nentuan panel bahwa ada alasan yang layak untuk per-
caya bahwa terdakwa bersalah, berdasarkan informasi
yang dibawaoleh jaksa, dapat digunakan untuk memper-
tinggi kredibilitas perkara terhadap terdakwa dan men-
dorong negara-negaralain untuk memberlakukan perin-
tah penahanan yang diedarkan melalui Interpol.

Namun pada tahap ini, Timor Leste masih belum
menyelesaikan proses pembuatan traktat ekstradisi atau
traktat saling membantu apa sajadengan negaralain, dan
oleh karenaitu, kemungkinan melaksanakan penahanan
dan pemindahan atas dasar bilateral tetap kecil. Dianjur-
kan agar pertimbangan lebih serius diberikan pada pen-
gajuan pengaduan pidana terhadap pelaku tingkat tinggi
di dalam yuridiksi yang memperbolehkan penyelidikan
dan penuntutan di bawah yuridiksi universal, supaya
melemparkan jaringan yang lebih luas.

4.3 Pengadilan Pidana I nternasional Untuk
Timor Leste

Diamati ol eh beberapa peserta bahwawal aupun tun-
tutan untuk sebuah pengadilan internasional dapat dibe-
narkan, hal itu seharusnya tidak dilihat sebagai solusi
sederhana terhadap masalah kerjasama dari Indonesia.
Walaupun secaratertulis sebuah pengadilan internasional
yang bermandat Dewan Keamanan memiliki kekuatan
memaksayang |ebih besar, dalam kenyataan, pengadilan
ini sama tergantungnya pada kerjasama yang disetujui,
seperti dengan mekanisme lain. Lagi pula, pembiayaan
dan operasionalisasi efektif sebuah pengadilan interna-



sional dapat jugamenjadi prosesyang lamban. Oleh kare-
na itu, dianggap sebaiknya mengikuti strategi-strategi
sementara, seperti yang dibahas diatas. Akan tetapi, be-
berapa peserta menekankan bahwa ancaman nyata dari
pengadilan internasional harus dipertahankan supaya
strategi-strategi lain apa saja akan berhasil. Advokasi
untuk strategi-strategi lain harus ditempuh dengan hati-
hati agar tidak dilakukan dengan carayang melemahkan
kasus untuk pengadilan internasional, khususnya dima-
na beberapa pemerintah telah menyatakan secara tertu-
lis bahwa mereka tetap terbuka pada kemungkinan ter-
bentuknya pengadilan internasional .

Terdapat beberapa diskusi mengenai usulan yang
diangkat baru-baru ini oleh Yang Mulia Jose Ramos
Horta, Menteri Urusan Luar Negeri dan Kerjasama un-
tuk Timor Leste. Bapak Ramos Horta telah di muka
umum menganjurkan pembentukan komisi penyelidikan
internasional yang lain, yang diberi mandat oleh Dewan
Keaman dan terdiri dari hakim internasional (termasuk
paling sedikit satu orang dari Indonesia), untuk menin-
jau kembali bukti dari kejahatan internasional yang di-
lakukan pada tahun 1999 dan membuat rekomendasi.
Perincian tentang usulan ini belum jelas, tetapi tampa-
knya usulan diangkat sebagai langkah penengah menuju
pembentukan pengadilan internasional. Jugatidak jelas
apakah usulan ini memiliki statusresmi dalam kebijakan
pemerintah Timor Leste. Sementara terdapat dukungan
untuk idea bahwa komisi semacam itu dapat menghasil-
kan sebuah catatan yang berwenang tentang bukti atas
kejahatan internasional, dan barangkali akan memiliki
aksesterhadap bahan-bahan intelijen yang belum pernah
diungkapkan, yang dipegang oleh pemerintah-pemerin-

tah asing, ada juga keprihatinan bahwa komisi ini tidak
akan banyak menambah hasil pada pekerjaan tigapenye-
lidikan terdahulu. Ada kemungkinan bahwakomisi baru
ini akan menghasilkan pengulangan usaha, dan lebih
menunda aksi atas masalah keadilan dengan tindakan
prosedural atau dengan mengalihkan sumber daya dari
mekanisme-mekanismelain.

Di dalam Timor Leste, dukungan rakyat dan LSM
untuk sebuah pengadilan internasional tetap kuat. Pada
tahun 2002, 100 L SM Indonesiamengadopsi sebuah res-
olusi yang meminta pembentukan pengadilan pidanain-
ternasional sebagai mekanisme yang paling disukai un-
tuk penuntutan kejahatan internasiona yang dilakukan di
Timor Leste. Penyelidikan CRTR ke dalam pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan secara luas selama
pendudukan | ndonesiamungkin jugaakan memepertinggi
kesadaran internasional atas kebutuhan keadilan, bukan
hanya untuk tahun 1999 sgja, tetapi untuk seluruh masa
pendudukan militer. Akan tetapi pada saat ini, tidak ada
cukup sumber daya untuk penyelidikan pidana apa sgja
diluar periode 1999.

V. Kelanjutan Dialog

Peserta simposium menyetujui bahwa dialog inten-
sif dua hari ini ternyata produktif dan bermanfaat dalam
memperdengarkan masal ah-masal ah praktisdan strategis
yang penting sekali dalam hal mencari keadilan di Timor
Leste. Oleh karenaitu dianggap penting agar dialog in-
tensif ini diteruskan selamabeberapabulan yang datang,
karenakemungkinan besar keadaannyaakan berkembang
dengan cepat. Diusulkan agar sebuah pertemuan lagi
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semacam ini diadakan di Dili,Timor Leste secepat mu-
ngkin. Diharapkan juga bahwa putaran dial og berikutnya
akan melibatkan partisipasi |ebih besar dari Pemerintah
Timor Leste, dan kemungkin keterlibatan oleh RI atau
pemain Indonesia yang lain. Dirasakan bahwa langkah-
langkah konkrit yang berikut perlu ditempuh dalam be-
berapa bulan yang datang:

(a) Klarifikasi akan posisi Pemerintah Timor Leste
mengenai jangka hidup proses K gjahatan Berat, dan pros-
es perencanaan bersamaantara Pemerintah dan Perserika
tan Bangsa-Bangsa mengenai masalah ini;

(b) Pembukaan cararesmi dan non-resmi untuk dia-
log di antara pihak kehakiman, pihak penuntutan, L SM
dan Pemerintah Timor L este, tentang perumusan kebija-
kan pemerintah mengenai kelangsungan pengejaran
keadilan untuk kejahatan internasional;

(c) Konsultasi yang lebih luas dan sistematis antara
Pemerintah Timor Leste dan rakyat Timor Leste men-
yangkut metode dan tujuan pengejaran keadilan untuk
kejahatan internasional;

(d) Usaha yang terkoordinasi dan intensif untuk
mengembalikan masalah keadilan Timor Leste kepada
agenda Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan

Dewan Keamanan, segera setelah pemeriksaan penga-
dilan Jakarta disel esaikan;

(e) Mengadakan kembali sebuah dial og secepat mu-
ngkin, di Timor Leste.

Untuk jangka menengah, masalah-masal ah berikut-
nyadiidentifiksi untuk dianalisa dan didiskusikan lebih
lanjut:

(@ penydidikan tentang masal ah hukum dan masalah
praktisyang ditimbulkan oleh adopsi proses peraturan 61
oleh Panel Khusus untuk K ejahatan Berat;

(b) pertimbangan tentang adopsi persetujuan ekstra-
disi dan saling membantu dengan negara tetangga, ter-
masuk tetapi bukan terbatas pada Indonesia;

(c) pertimbangan tentang pengajuan perkaraterhadap
pelaku tingkat tinggi di negaraketigayang menggunakan
yuridiksi universal;

(d) advokasi terus untuk pendirian pengadilan inter-
nasional untuk Timor Leste, dan acara umum lain yang
ditujukan pada masyarakat sipil dan pendapat umum,
untuk menyoroti tuntutan keadilan di Timor Leste yang
belum terpenunhi;
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Lampiran 2—Non bisin [dem
Praktek Internasional yang Ber hubungan dengan Non BisIn Idem

Diane Orientlicher, Profesor Hukum, Universitas
Amerika, dengan bantuan penelitian dari Nirupa
Narayan

Lampiran ini menghadapi pertanyaan, ‘Di bawah
keadaan mana, seorang individu yang telah dituntut di
Indonesia dapat dituntut oleh pihak berwenang yudisial
lainnya atas kejahatan yang dilakukan di Timor Leste,
tanpa melanggar standar—standar non bis in idem yang
relevan? Analisa saya mempertimbangkan tiga situasi
yang berbeda, dengan fokus pada yang pertama: (1)
penuntutan di hadapan Panel Khusus diTimor Leste; (2)
penuntutan di negaraketiga, kiranyadengan meggunakan
yuridiksi universal atau sejenis yuridiksi ekstraterritori-
al yang lain; dan (3) penuntutan di hadapan sebuah pen-
gadilan internasional jikatelah didirikan dengan yurid-
iksi atas pelanggaran yang relevan.

1. Pemeriksaan Pengadilan di Timor L este
Undang-undang yang paling penting dalam menga-
tur penuntutan di Timor Leste terhadap seorang terdak-
wayang telah dituntut di Indonesiadiuraikan dalam Reg-
ulasi No. 2000/15, yang diadopsi oleh Administrasi Tran-
sisi Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan Juni 2000.%°
Sayatidak sadar akan traktat internasional atau prinsip-
prinsip hukum internasional biasa apa sgja yang men-
genakan batasan tambahan diluar prinsip-prinsip yang
ditetapkan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/15. Na-
mun begitu, berbagai instrumen internasional yang diuji
dalam bagian Il dan 111 berikut mungkin dapat memberi-
kan beberapa bimbingan dalam menginterpretasikan
Regulasi No. 2000/15. Lebih lanjut, bagian tersebut
menunjuk pada standar-standar yang, jikatidak mengikat
secara hukum, dapat membimbing secara baik peng-
gunaan perhatian oleh jaksa umum Timor Leste

A. Regulas UNTAET No. 2000/15

Berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/15, indi-
vidu yang telah diadili oleh sebuah pengadilan di luar
Timor Leste atas kejahatan apa sgja di bawah yuridiksi
Panel Khusus, tidak dapat diadili di hadapan Panel
Khusus ‘ berhubungan dengan tingkah laku yang sama,
kecuali prosedur peradilan dalam pengadilan yang
lain...’[blermaksud untuk melindungi orang tersebut dari
pertangung jawaban pidana atas kejahatan di bawah
yuridiksi panel’ atau ‘[s]elain itu tidak dilaksanakan se-
cara independen atau imparsial secara sesuai dengan

norma-norma proses peradilan yang adil yang diakui oleh
hukum internasional, serta dilakukan dengan carayang,
dalam keadaan tersebut, tidak konsi sten dengan maksud
untuk mengadili orang yang bersangkutan’ .

Di bawah regulasi ini, individu yang sudah dituntut
di Indonesia dapat diadili di hadapan Panel Khusus di
Timor Leste jika penuntutan kedua itu tidak melibatkan
‘tingkah laku yang sama'’; jika prosedur peradilan di In-
donesiadilakukan demi maksud melindungi pelaku dari
pertanggung jawaban pidana atas kejahatan di bawah
yuridiksi Panel Khusus; atau jika prosedur peradilan di
Indonesia tidak sesuai dengan standar-standar interna-
sional tentang proses peradilan yang adil sertadilakukan
secara ‘tidak konsi sten dengan maksud’ untuk mengadili
pelaku.

Bagian 10.3 dari Regulasi UNTAET No0.2000/15
akan memperbolehkan tetapi tidak mewajibkan Panel
Khusus yang menghukum seorang individu yang telah
diadili atas tingkah laku yang sama di Indonesia, untuk
mengurangi waktu masa hukuman yang sudah dijalanin-
yasehubungan dengan prosedur peradilan Indonesia, dari
hukuman apa sgjayang dikenakan oleh panel. Jika Panel
Khusus menuntut seseorang yang sudah diadili atas ke-
jahatan yang samadi Indonesia, sebaiknyahakim-hakim
menerapkan aturan ‘ pengurangan waktu hukuman’ bah-
kan jika merekatidak diwajibkan untuk berbuat begitu.

Setiap ketetapan Regulasi UNTAET No. 2000/15
yang disebutkan diatas diadaptasi dari ketetapan yang
sama dalam Anggaran Dasar Roma dari Pengadilan Pi-
danalnternasional (ICC)?%. Saya akan membahas secara
singkat dalam bagian 111 ketetapan-ketetapan dalam Ang-
garan Romadari manaketetapan-ketetapan di atasdiam-
bil.

B.Undang-undang Dasar Timor L este

Undang-undang Dasar Republik Demokratis Timor
L este mengandung dua ketetapan yang berhubungan den-
gan masalah yang disebutkan dalam makalah ini. Bagi-
an 31(4) dari Undang-undang Dasar menetapkan: ‘ Tidak
seorangpun akan diadili dan dihukum atas pelanggaran
pidanayang sama, lebih dari satu kali.” Analisa berikut-
nya didasarkan pada asumsi bahwa Bagian 31(4) hanya
diterapkan pada individu yang telah diadili oleh penga
dilan lain di Timor Leste.?

Bagian 9(1) menetapkan bahwa ' sistem hukum Timor
L este akan mengadopsi prinsi p-prinsip umum atau biasa
dari hukuminternasional.” Karenaduaayat yang berikut
dalam Bagian 9 membahas status hukum dalam negeri
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untuk traktat internasional yang diikutsertai Timor Leste,
tampaknyaayat 1 menunjuk padasumber-sumber hukum
internasional yang bukan dari traktat.

Adalah diragukan apakah ‘ prinsip-prinsip umum atau
biasadari hukum internasional’ termasuk prinsip non bis
inidem. Hukum dari kebanyakan negaramengakui prin-
sip-prinsip non bis in iden?*, yang juga diafirmasikan
dalam berbagai macam instrumen internasional hak asa-
si manusiadan ekstradisi.’® Mengingat hal ini, Christine
Van den Wyngaert dan Tom Ongenamenulis, ‘ orang da-
pat, pada pandangan pertama menganggapnya sebagai
sebuah prinsip kewajaran dan keadilan pidana yang di-
terima secaraumum dan barangkali sebagai sebuah prin-
sip hukum internasional biasa.’ 2 Namum begitu mereka
menyimpulkan bahwa' perundangan nasional dan instru-
men internasional begitu berbeda sehingga hampir tidak
mungkin untuk mendefinisikan aturan tersebut dengan
caraagar mencerminkan hukum positif dari kebanyakan
negara ataukah hukum internasional biasa.’?” Seorang
penulis lain menyimpulkan hal serupa bahwa ‘tidak ada
ne bis in idem umum dan internasional dalam [hukum
pidanainternasional] dan oleh karenaitu prinsip ini tam-
paknyatidak menjadi aturan dalam hukum internasional
biasa’ % Jika penulis-penulisini benar, tampaknya bah-
waBagian 9(1) dari Undang-undang Dasar Timor Leste,
dengan pencantuman ‘prinsip-prinsip umum atau biasa
dari hukum internasional’, tidak mengenakan batasan apa
sgja padakemampuan Timor Leste untuk menuntut indi-
vidu yang sudah diadili di Indonesia, di luar batasan yang
dikenakan oleh sumber hukum dalam negeri.

Namum begitu sebuah tinjauan pada ketetapan non
bis in idem dalam instrumen-instrumen internasional
mungkin akan bermanfaat. Bahkan jika Timor Lestetidak
diwajibkan secara hukum untuk mengamati prinsip-prin-
sip non bis in idem apa sgja berhubungan dengan orang
yang sudah diadili di Indonesia, selain aturan yang diteta-
pkan dalam Regulasi UNTAET N0.2000/15, Pemerintah
Timor Leste mungkin akan ingin menghindari menuntut
individu semacam ini dalam keadaan yang tidak sesuai
dengan standar-standar yang baru muncul atau telah di-
terimasecaraluas. Apalagi, pendekatan-pendekatan pada
prinsip non bisinidemyang diwujudkan dalam berbagai
traktat dan instrumen internasional lain mungkin dapat
memberikan beberapa bimbingan dalam menginterpreta-
sikan kemenduaan dalam hukum dalam negeri yang rel-
evan.

Singkatnya, kepentingan keseluruhan dari pendeka-
tan yang dijelaskan dalam Bagian |1 adalah untuk mem-
perkuat pendekatan dasar yang diwujudkan dalam Reg-
ulass UNTAET No. 2000/15, sambil menambahkan be-
berapa nuansa: Seorang individu yang telah dituntut da-
pat dituntut di negaralain jika 1) penuntutan yang kedua
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tidak melibatkan tingkah laku atau pelanggaran yang
sama dengan yang dituntut dalam prosedur peradilan
pertama; 2) prosedur peradilan pertamatidak menghasil-
kan keputusan terakhir; 3) terdapat bukti yang baru atau
barusan ditemukan yang tidak tersediapada pemeriksaan
yang pertama; atau 4) penuntutan yang pertamamender-
ita karena kesalahan/kekurangan mendasar. Selain itu,
sebuah pemeriksaan kedua mungkin khusunya cocok
ketika dilakukan di negara dimana kejahatan tersebut
terjadi.

Il Sandar-standar |nternasional Yang
Mengatur Penuntutan di dalam Dua atau L ebih
Negara

Beberapa traktat hak asasi manusia internasional
mencantum ketetapan non bisin idem. Tak satupun dari
traktat-traktat tersebut berlaku untuk Timor Leste”, akan
tetapi, dan bagaimanapun juga, ketetapan non bisinidem
dalam traktat-traktat tersebut hanyaberlaku untuk penun-
tutan yang dilakukan dalam negara yang sama dengan
yang melakukan penuntutan sebelumnya. Akan tetapi,
aturan non bisinidemtelah diakui secaraluas dalam trak-
tat-traktat ekstradisi dan dalam instrumen lain yang men-
gatur kerjasama antar negara dalam hal yang berhubun-
gan dengan keadilan pidana.

Sebelum membahas instrumen-instrumen tersebut,
mungkin bermanfaat untuk mempertimbangkan secara
singkat bagaimana berbagai konvensi hak asai manusia
mendekati aturan non bisin idem. Walaupun tidak dapat
diterapkan secara langsung pada situasi yang dipertim-
bangkan di sini, konvensi-konvensi tersebut menunjukan
keadaan dalam manatidak akan ada persoal an besar den-
gan menuntut individu yang sudah diadili.

A. Konvensi Hak Asasi Manusia

Baik Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik (ICCPR)* dan Protokol 7 dari Konvensi Eropa
tentang Perlindungan Hak Asasi Manusiadan K ebebasan
Fundamental (‘ Konvensi Eropa’ ) melarang pemeriksaan
ulang menyusul baik penghukuman maupun pembebasan
terakhir, sedangkan Konvens Hak Asasi ManusiaAmeri-
kahanya melindungi orang terhadap pemeriksaan ulang
setelah pembebasan®.

1. 1CCPR

Pasal 14 dari ICCPR menjamin hak atas pemeriksaan
pengadilan yang adil, dan mendaftarkan hak-hak spesi-
fik yang dirancang untuk menjaminkan jaminanini. Ayat
7 menetapkan aturan non bis in idem, dengan menetap-
kan secara penuh:

Tidak seorangpun akan kenakemungkinan akan



diadili atau dihukum sekali lagi untuk pelangga-
ran atas mana dia telah dihukum atau dibebas-
kan dengan putusan terakhir secara sesuai den-
gan hukum dan prosedur pidana dari negara
masing-masing.*

Pekerjaan persiapan |ICCPR menunjukan bahwa
penyusun-penyusun Kovenan tersebut mengerti bahwa
suatu negara akan bebas, secara sesuai dengan hukum
nasional, untuk mengadili orang yang sudah dihukum atas
pelanggaran yang samaol eh pengadilan negaralain,® dan
yurisprudensi dari Komite Hak Asasi Manusia (HRC) di
bawah Protokol Opsional menegaskan interpretasi ini.
Dalam A.Pv. Italia,* HRC ini memutuskan bahwa sebuah
komunikasi yang mengatakan bahwa Pasal.14(7) telah
dilanggar oleh penuntutan Italiaterhadap seorang pemo-
hon, atas sebuah kejahatan mata uang untuk mana dia
telah diadili dan dihukum di Switzerland tidak dapat di-
terima. Komite ini mengamati bahwa Pasal. 14(7) ‘ han-
yamelarang 'nonbisinidem’ berkenaan dengan pelang-
garan yang diputuskan di dalam suatu negara * Sehing-
ga, bahkan jika Timor Leste sudah terikat pada |CCPR,
aturan Kovenan non bis in idem tidak akan mencegah
Panel-panel Khususdari mengadili kembali orang-orang
yang telah dihukum oleh pengadilan di Indonesia.

Travaux préparatoires yang tersebut di atas mem-
perjelas bahwaapayang dianggap sebagai keputusan ‘ ter-
akhir’ untuk maksud menggerakkan non bisin idem ter-
gantung pada hukum nasional. Kata-kata‘ sesuai dengan
hukum dan prosedur pidanadari negaramasing-masing’
ditambahkan untuk menjelaskan sgjakata-kata‘ dihukum
atau dibebaskan dengan putusan terakhir’ dan bukan teks
keseluruhan dari ketetapan non bisin idem®.

2. Konvens Eropa

Pasal 6 dari Konvensi Eropa menetapkan hak-hak
dasar dari proses peradilan yang adil Ayat 3, yang mene-
tapkan ‘hak minimum’ untuk orang yang didakwa atas
pelanggaran pidana, tidak memasukan jaminan eksplisit
terhadap non bis in idem, akan tetapi Protokol 7 untuk
Konvensi mengisi kekosongan ini. Pasal 4 dari protokol
ini menetapkan secara penuh:

1. Tak seorangpun akan kenakemungkinan akan

diadili atau dihukum sekali lagi dalam prosedur

peradilan pidanadi bawah yuridiksi dari Negara

yang sama, atas pelanggaran untuk mana diate-

lah dibebaskan atau dihukum dengan putusan

terakhir secara sesuai dengan hukum dan prose-

dur pidana dari Negara tersebut

2. Ketetapan-ketetapan ayat sebelumnya tidak

akan mencegah pembukaan kembali kasus secara

sesuai dengan hukum dan prosedur pidana dari
negara yang bersangkutan, jika terdapat bukti
yang baru atau yang barusan ditemukan, atau jika
telah ada kesal ahan/kekurangan mendasar dalam
prosedur peradilan sebelumnya, yang dapat
mempengaruhi hasil kasusitu.

3. Tidak boleh dibuat pengecualian dari Pasal ini
di bawah Pasal 15 dari Konvensi ini.

Larangan terhadap pemeriksaan ulang yang ditetap-
kan dalam ketetapan ini, menurut syarat-syaratnya han-
ya berlaku untuk pemerikasaan ulang oleh negara yang
sama.*” Dan, tentu saja, Timor Leste tidak akan pernah
diikat padaKonvensi Eropaatau Protokol 7 dalam hal itu.
Namun begitu patut diperhatikan bahwa jika peraturan
Protokol 7 dapat diterapkan pada Timor Leste dalam
hubungannyadengan Indonesia, Timor L este dapat men-
gadili kembali terdakwayang sudah dihukum atau dibe-
basakan di Indonesia jika terdapat fakta baru atau fakta
yang barusan ditemukan, atau jikatelah ada * kesalahan/
kekurangan mendasar’ dalam prosedur peradilan perta-
ma yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.®

B. Kerjasama Antar-bangsa
dalam Penegakan Hukum Pidana

Walaupun ketetapan non bisin idemyang didiskusi-
kan diatas hanya berlaku di dalam satu negara, banyak
traktat ekstradisi mengandung sebuah anal og antar-bang-
sa pada ketetapan non bis in idem yang dijelaskan dia-
tas. Traktat ekstradisi bilateral sering mengandung keteta-
pan semacam itu.* Selain itu, beberapa traktat multilat-
eral tentang masalah prosedur pidana antar-bangsa me-
muat aturan non bisin idem.

Namun begitu diragukan bahwa ketetapan-ketetapan
ini mencerminkan sebuah norma antar-bangsa yang
umum dan mengikat yang melarang negara menuntut
individu yang telah diadili untuk kejahatan yang samadi
negara lain. Sebuah laporan penjelas menyangkut trak-
tat ekstradisi Eropa 1975 mengamati bahwa, walaupun
prinsip non bis in idem ‘ pada umumnya diakui dalam
hukum Negara Peserta’ untuk maksud “antar-negara, teta
pi ‘pladatingkat internasional,... posisinyakurangjelas
Laporan tersebut berlanjut:

Makatidak ada Negara di mana perbuatan yang

dapat dihukum telah dilakukan, yang akan dila-

rang melangsungkan prosedur peradilan
berkenaan dengan pelanggaran, hanyaatas dasar
bahwa perbuatan tersebut telah dikenakan prose-

dur peradilan di negara lain. Posisi ini muncul

bukan hanya karena fakta bahwa hak untuk me-

langsungkan prosedur peradilan telah dianggap
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secaratradisional sebagai sebagian dari kedaul-
atan, tetapi jugadari faktabahwaNegaradi mana
pelanggaran dilakukan seringkali menjadi Nega-
radi mana dapat dibuktikan dengan paling baik
bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan;
sehingga rupanya tidak dapat dibenarkan jika

Negaratersebut terikat dalam keadaan biasapada

keputusan yang dijatuhkan di negaralain di mana

ketiadaan unsur-unsur bukti tertentu mungkin
telah menyebabkan pembebasan dari hukuman,
atau penjatuhan hukuman yang kurang berat.*

Baru-baru ini, Sebuah Sidang Pemeriksaan ICTY
memperhatikan bahwa peraturan non bis in idem yang
ditetapkan dalam Pasal 14 dari ICCPR ‘ pada umumnya
diterapkan secara hanya meliputi penuntutan ganda di
dalam satu negara, dan belum menerima pengakuan luas
sebagai normawajib dengan penerapan antar-bangsa.*?

Meskipun demikian, traktat-traktat yang disebut di
atas serta instrumen lain yang disebut dalam bagian ini
mungkin rel evan pada masal ah-masal ah yang disebutkan
dalam makalah ini. Seperti dianjurkan sebelumnya, sep-
anjang ketetapan non bisin idemtersebut mencerminkan
standar-standar yang diterima secara luas, Timor Leste
mungkin akan ingin mengikuti standar-standar tersebut,
bahkan jika standar tersebut tidak mengikat secara hu-
kum®,

Selain itu, beberapa dari instrumen yang dibahas
dalam bagian ini mungkin akan berlaku secaralangsung
pada negara-negara yang mungkin dapat menuntut indi-
vidu-individu yang sudah diadili di Indonesia, dengan
menjalankan yuridiks universal atau semacam dasar lain
untuk yuridiksi ekstraterritorial. (Akan tetapi, perlu diper-
hatikan, bahwa traktat-traktat Eropa yang disebutkan
dalam bagian ini padaumumnyahanyaberlaku di antara
negara peserta.)

Pasal 9 dari Konvensi Eropa tentang Ekstradisi*
menetapkan :

Ekstradisi tidak akan dikabulkan jika keputusan

terakhir telah dijatuhkan oleh pihak berwenang

yang kompeten dari Pihak termohon berkenaan
dengan pelanggaran atau pel anggaran-pel angga-

ran atas mana ekstradisi dimohon. Ekstradisi

dapat ditolak jika pihak berwenang yang kompe-

ten dari pihak termohon telah memutuskan baik

untuk tidak memulai maupun untuk mengakhiri

prosedur peradilan berkenaan dengan pelangga-

ran atau pelanggaran-pelanggaran yang sama.*

L aporan Penjelas untuk traktat ini menjelaskan bah-
wakalimat pertamadari pasal 9 ‘mencakupi kasus seor-
ang kepada siapa keputusan terakhir telah dijatuhkan,
yakni orang yang telah dibebaskan dari tuduhan, diam-
puni, atau dihukum’.
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Sebuah protokol 1975 untuk konvensi ini melengka-
pi ketetapan yang dikutip di atas dengan teks yang, ant-
aralain, memperluas aturan non bisin idem untuk men-
cakupi keadaan di mana negara pemohon memohon ek-
stradisi seorang individu yang telah dituntut sebelumn-
yadi negaraketiga:

2. Ekstradisi seorang terhadap mana keputusan

terakhir telah dijatuhkan di negara ketiga yang

telah menandatangani Konvensi ini, atas pelang-
garan atau pelanggaran-pelanggaran atas mana
permohonan dibuat, tidak akan dikabulkan:
a. jika keputusan tersebut menghasilkan
pembebasannya;
b. jikamasahukuman atau tindakan lain yang
menjadi hukuman terhadapnya.
i. telah dijalankan secara penuh
ii. telah secara keseluruhan, atau
berkenaan dengan bagian yang belum
diterapkan, dikenakan ampun atau am-
nesti
c. jikapengadilan menghukum terdakwatan-
pa mengenakan sangsi.

3. Akan tetapi, dalam kasus-kasus yang ditunju-
kan dalam ayat 2, ekstradisi dapat dikabulkan:

a. jika pelanggaran atas mana keputusan di-
jatuhkan dilakukan terhadap seorang, sebuah
lembagaatau hal apasajayang memiliki sta-
tus umum di Negara termohon;

b. jikaorang yang dikenakan keputusan me-
miliki sendiri status umum di dalam Negara
pemohon;

c. jikapelanggaran atas mana keputusan di-
jatuhkan dilakukan secara keseluruhan atau
sebagian saja dalam wilayah Negara pemo-
hon atau di tempat yang diperlakukan se-
bagai wilayahnya.

4. Ketetapan-ketetapan ayat 2 dan 3 tidak akan
mencegah penerapan ketetapan dalam negeri
yang lebih luas yang berhubungan dengan pen-
garuh ne bis in idem yang menyertai keputusan
pidana asing.*

Laporan penjelas yang menyertai protokol ini men-
jelaskan bahwa , ‘seperti dalam Pasal 9 yang adli dari
Konvensi ini, kata“terakhir” yang digunakan dalam Pasal
2, ayat 3 ‘menunjukan bahwa semua cara haik banding
telah terpakai.*

Duainstrumen lainnyayang tidak bersifat mengikat
patut diperhatikan secarasingkat. Pertama, Pasal 3(d) dari



Traktat Teladan PBB tentang Ekstradisi“® dalam daftarn-
yaalasan-alasan wajib untuk menolak ekstradisi menye-
butkan keadaan berikut ini: ‘orang yang bersangkutan
telah dikenakan keputusan terakhir di Negaratermohon
berkenaan dengan pelanggaran atas mana ekstradisi or-
ang itu dimohon.’

Kedua, Prinsip-Prinsip Princeton tentang Yuridiksi
Universal, yang diadopsi oleh sebuah kelompok yuris
internasional padatahun 2001, termasuk yang berikut ini:

Prinsip 9 - Non BisIn Idem

1. Dalam pelaksanaan yuridiksi universal, nega-
raatau organ pengadilannyaakan menjamin bah-
wa orang yang dikenakan prosedur peradilan
pidanatidak akan terbuka pada penuntutan atau
hukuman banyak kali untuk tingkah laku pidana
yang sama di mana prosedur peradilan pidana
atau prosedur pertanggung jawaban sebelumnya
telah dilakukan dengan cara jujur dan secara se-
suai dengan norma dan standar internasional.
Penuntutan atau hukuman berpura-pura yang
dihasilkan dari sebuah penghukuman atau prose-
dur pertanggung jawaban yang lain tidak akan
diakui sebagai diliputi ruanglingkup Prinsipini.

2. Negara akan mengakui keabsahan pelaksan-
aan baik yuridiksi universal oleh sebuah negara
lain dan harus mengakui keputusan terakhir dari
badan pengadilan nasional yang kompeten dan
biasa atau badan pengadilan internasional yang
menjalankan yuridiksi semacam ini secarasesuai
dengan norma-norma internasional dari proses
peradilan yang adil.

3. Orang mana sgja yang diadili atau dihukum
oleh negarayang menjalankan yuridiksi univer-
sal atas kejahatan berat di bawah hukum inter-
nasional sebagaimana dispesifikasikan dalam
Prinsip 2(1) akan mempunyai hak dan kuasale-
gal untuk mengajukan di hadapan badan hukum
nasional atau internasional apasagja, tuntutan non
bisinidemdalam melawani prosedur pidanaleb-
ih lanjut.

I11. Penuntutan oleh Pengadilan I nternasional
Tak satupun dari ketiga pengadilan internasional
yang beroperasi dewasa ini mempunyai yuridiksi atas
pelanggaran yang dilakukan di Timor Leste oleh pihak
berwenang Indonesia padatahun 1999. K gjahatan—keja-
hatan ini tidak tercakup dalam yuridiksi baik Pengadilan
Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia

(ICTY) maupun Pengadilan Pidana Internasional untuk
Rwanda (ICTR). Meskipun Timor Leste menjadi negara
peserta padaAnggaran Dasar Roma padatanggal 6 Sep-
tember 2002, ICC tidak mempunyai yuridiksi yang ber-
laku surut.

Namun begitu bagian ini secara singkat memperha
tikan pendekatan yang ditempuh dalam anggaran dasar
dari ketigapengadilan masing-masing ini mengenai prin-
sip nebisinidem, karenatigaaasan. Pertama, meskipun
sekarang tampaknyatidak adakemungkinan besar, namun
masi h ada kemungkinan secarateoritis bahwa Perserika
tan Bangsa-Bangsa akan mendirikan sebuah pengadilan
ad hoc dengan yuridiksi atas pelanggaran berat terhadap
hukum kemanusiaan yang dilakukan di Timor Leste
dalam periode disekelilingi jajak pendapat 1999. Kalau
begitu, anggaran dasar pengadilan tersebut pasti akan
memasukkan sebuah ketetapan non bis in idem yang
mengikuti teladan ketetapan-ketetapan dari anggaran
dasar pengadilan-pengadilan internasional yang didirikan
sebelumnya.

K edua, dan sebagai mana diamati sebelumnya, keteta
pan-ketetapan non bisinidemdalam Regulasi UNTAET
No. 2000/15 didasarkan pada ketetapan-ketetapan non bis
in idem dari Anggaran Dasar Roma. Oleh karenaitu, se-
jarah negosiasi Anggaran Dasar Roma mungkin akan
memberikan bimbingan yang berguna dalam menginter-
pretasikan Regulass UNTAET No. 2000/15. Akhirnyadan
lebih umumnya, ketetapan-ketetapan yang dicatat
dibawah ini menambah pengertian pada standar-standar
internasional yang berlaku.

A. ICTY dan ICTR
Sebagian dari Pasal 10(2) Anggaran Dasar ICTY
menetapkan:

1. Tidak seorangpun akan diadili di hadapan pen-
gadilan nasional atas perbuatan yang merupakan
pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan
internasiona di bawah Anggaran Dasar sekarang,
untuk manadiatelah diadili oleh Pengadilan In-
ternasional.

2. Orang yang telah diadili oleh pengadilan na-
sional untuk perbuatan yang merupakan pelang-
garan berat terhadap hukum kemanusiaan inter-
nasional dapat diadili agi oleh Pengadilan Inter-
nasiona hanyajika:

() Perbuatan-perbuatan atas mana diatelah
diadili telah digolongkan sebagai sebuah ke-
jahatan biasa; atau
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(b) Prosedur pengadilan nasional bersifat
tidak imparsial atau independen, dirancang
untuk melindungi terdakwaterhadap pertan-
gung jawaban pidanainternasional, atau ka-
susnyatidak dituntut dengan rgjin.

K etetapan-ketetapan yang hampir sama tampak
dalam Pasal 9(1) dan (2) dari Anggaran Dasar ICTR.%

Beberapa keputusan dari sebuah sidang pengadilan
ICTR rupanya mengartikan kata-kata ‘ perbuatan yang
merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanu-
siaaninternasional’ dalam Pasal 9(2) dari Anhggaran Dasar
ICTR sebagai mencakupi semuadakwaan yang melibat-
kan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan in-
ternasional yang berhubungan dengan perbuatan yang
sama. Dengan menjelaskan keputusannya untuk meny-
etujui permohonan Jaksa agar pihak berwenang Swiss
menyerahkan investigasi merekatentang Alfred Musema
kepada ICTR, sebuah sidang pengadilan menyarankan
bahwa penuntutan Swiss atas dakwaan kejahatan perang
akan mencegah | CTR dari menuntut terdakwayang sama
dengan dakwaan permusnahan suku dan kejahatan ter-
hadap kemanusiaan. :

Jaksa dengan benar mengamati bahwapasal 9.2
dari Anggaran Dasar Pengadilan menyangkut
prinsip non bisin idem, menetapkan batasan ter-
hadap penuntutan ulang oleh Pengadilan ter-
hadap orang yang telah diadili oleh pengadilan
nasional untuk perbuatan yang merupakan pel-
anggaran berat terhadap hukum kemanusiaan
internasional. Karena perundangan pidana Swiss
tidak mengandung ketetapan apa saja tentang
permusnahan suku atau kejahatan terhadap ke-
manusiaan, Alfred Musema hanya dituntut oleh
pengadilan Swiss atas dakwaan yang berhubun-
gan dengan pelanggaran berat terhadap Konvensi
Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya.
Maka, jika Jaksa kemudian ingin untuk men-
ingkatkan dakwaan terhadap Alfred Musema
menjadi dakwaan permusnahan suku atau keja-
hatan terhadap kemanusiaan, maka Pasal 9 dari
Anggaran Dasar ini akan mencegah penuntutan
atas dakwaan semacam itu jika sebuah keputu-
san telah diambil oleh pengadilan nasional
Swiss.5

Akan tetapi, jika suatu pengadilan nasional menun-
tut seorang terdakwadi bawah dakwaan yang merupakan
‘kejahatan biasa’, ICTY/ICTR tidak akan dilarang dari
menuntut terdakwa yang sama untuk perbuatan yang
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Harus diperhatikan pulabahwaketetapan non bisin
idemdari keduaanggaran dasar ini mengarahkan penga
dilan yang bersangkutan untuk ‘ mempertimbangkan pada
tingkat mana hukuman apa saja yang telah dijatuhkan
oleh pengadilan nasional terhadap orang yang sama un-
tuk perbuatan yang samatelah dijalani.®

B.ICC
Pasal 20(3) dari Anggaran Dasar Roma menetapkan:

(3) Tidak seorangpun yang telah diadili oleh
pengadilan yang lain untuk tingkah laku yang
juga dilarang di bawah [ketetapan-ketetapan
Anggaran Dasar Romayang menetapkan kejaha-
tan yang dapat dituntut di hadapan ICC] akan
diadili oleh Pengadilan berhubungan dengan
tingkah laku yang samaterkecuali jika prosedur
peradilan dalam pengadilan lain itu:

(a) Bermaksud untuk melindungi orang
tersebut dari pertangung jawaban pidanaatas
kejahatan di bawah yuridiksi Pengadilan;
atau

(b) Selain itu tidak dilakukan secara inde-
penden atau imparsial secara sesuai dengan
norma-norma proses peradilan yang adil
yang diakui oleh hukum internasional, serta
dilakukan dengan cara mana, menurut
keadaan, tidak konsisten dengan maksud
untuk mengadili orang yang bersangkutan.

Seperti ketetapan yang samadalam regulasi UNTA-
ET N0.2000/15, Pasal 20(3) menggunakan kata‘tingkah
laku' daripada kata ‘ pelanggaran’ untuk mengolongkan
‘idem’ untuk mana pemeriksaan ulang di hadapan ICC
pada umumnya dilarang. Andaikata Pasal 20(3) telah
menggunakanistilah ‘ pelanggaran’ atau ‘ kejahatan’ dari
pada ‘tingkah laku,” akan lebih masuk akal untuk men-
gartikan Anggaran Dasar Roma sebagai memperboleh-
kan | CC untuk mengadili seseorang atas dakwaan seper-
ti permusnahan suku, yang tel ah dituntut atastingkah laku
pokok yang samadengan dakwaan seperti pembunuhan.

Walaupun masalah ini tidak bebas dari keraguan,>
penyusunan kata-kata dalam Pasal 20(3) dari Anggaran
Dasar Roma tampaknya mencegah pemeriksaan penga-
dilan kedua untuk tingkah laku pokok yang sama.%® Van
den Wyngaert dan Ongenamenyimpulkan: ‘ jikaseorang
telah dihukum atau dibebaskan dari hukuman atas per-
musnahan suku oleh pengadilan nasional, diatidak dap-
at dituntut lagi di hadapan ICC untuk kejahatan perang
berdasarkan tingkah laku yang sama (terkecuali jikasalah
satu dari pengecualian dalam Pasal 20(3)(a) atau (b) ber-



laku).%6

Kesimpulan ini diperkuat oleh fakta bahwa, berlain-
an dengan ketetapan non bis in idem dalam anggaran
dasar dari pengadilan-pengadilan ad hoc, Anggaran Dasar
Romatidak memberikan pengecualian kepada aturan non
bis in idemnya ketika tingkah laku yang dipersoalkan
digolongkan sebagai sebuah ‘kejahatan biasa’ dalam
prosedur peradilan nasional sebelumnya. Tetapi telah
dianjurkan, bahwa ‘ mengurangi dakwaan nasional pada
dakwaan yang minimum sehingga tidak sesuai dengan
tingkah laku yang dipersoalkan ... mungkin termasuk
pengecualian dalam Pasal 20 § 3(a) atau (b) (pengecual -
ian pengadilan berpura-pura)®

Akhirnya, dua ketetapan yang lain dari Anggaran
Dasar Roma patut disebutkan dengan singkat. Pasal 84
memperbol ehkan pihak masing-masing padakasusyang
sudah diselesaikan di hadapan 1CC untuk mencari naik
banding untuk meninjau kembali keputusan terakhir atas
pemvonisan atau hukuman, berdasarkan beberapa alasan
yang melibatkan penemuan bukti baru, termasuk di
bawah keadaan terbatas penemuan bukti baru yang pent-
ing yang tidak tersediapada saat pemeriksaan pengadilan
dan penemuan bahwa bukti yang menentukan yang di-
gunakan di dalam pemeriksaan adalah palsu atau dipal-
sukan; dan kelakuan yang salah sekali oleh salah satu dari
hakim yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Kedua,
Pasal 78(2) memperbolehkan (tetapi tidak mewajibkan)
| CC untuk ‘ mengurangi waktu apasgja ... yang dihabis-
kan di dalam penahanan sehubungan dengan tingkah laku
yang mendasari kejahatan”, berserta dengan waktu yang
telah dijalani sesuai dengan perintah Pengadilan sendiri,
ketika menjatuhkan hukuman penjara. Ketetapan ini te-
lah disalahkan karena tidak membuat prinsip penguran-
gan masa hukuman ini sebagai kewajiban.®

Kesimpulan

Berdasarkan analisa terdahulu, Timor Leste rupan-
yatidak terikat padaaturan hukum internasional apasaja
untuk tidak menuntut dalam pengadilannyasendiri indi-
vidu yang sudah diadili di Indonesia. Hukum Timor Leste
sendiri akan memperbol ehkan penuntutan terhadap indi-
vidu yang telah dituntut di Indonesiaatas 1) tingkah laku
yang lain daripadayang dituntut di Indonesia; dan 2) ting-
kah laku yang sama dengan yang dituntut di Indonesia
apabila prosedur peradilan sebelumnya dimaksudkan
untuk melindungi terdakwa dari pertanggung jawaban
pidana atas kejahatan di bahwa yuridiksi Panel-panel
Khususataukah selainitu jika‘tidak dilaksanakan secara
independen atau imparsial secara sesuai dengan norma:
norma proses peradilan yang adil yang diakui oleh hu-
kum internasional, serta dilaksanakan dalam cara yang,
menurut keadaan, tidak sesuai dengan maksud untuk
mengadili orang yang bersangkutan’.

M eskipun tidak mengikat secara hukum pada Timor
Leste, berbagai instrumen internasional yang dibahas
dalam makal ah ini memberikan kesan bahwaTimor Leste
tidak dapat dicela jika menuntut individu-individu yang
yang sudah diadili di Indonesia jika prosedur peradilan
di Timor Leste didasarkan bukti yang baru saja ditemu-
kan atau tingkah laku yang berbeda, atau jika terdapat
kesalahan/keurangan mendasar dalam prosedur peradi-
lan Indonesia. Akhirnya, standar-standar yang berlaku
memberikan kesan bahwa, jika penuntutan dimulai di
Timor Leste atas tingkah laku yang sama dengan yang
sudah dituntut di Indonesia, segala waktu yang dihabis-
kan dalam penahanan sehubungan dengan prosedur per-
adilan Indonesia seharusnya dikurangi dari masa huku-
man apa sgja yang dijatuhkan di Timor Leste.
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Lampiran 3
Sidang ‘Peraturan 61’

PERTANGGUNG JAWABAN
DI TIMOR LESTE
Usulan Untuk sebuah Prosedur dalam Hal
Kegagalan Untuk Melaksanakan Surat Perintah
Penangkapan Yang Dikeluar kan Berkenaan Den-
gan Dakwaan Yang M enyatakan Pelaksanaan
Kegahatan Berat.

Paul Seils, Pusat Internasional untuk Keadilan Tran-
Sisi

|.PENGANTAR: KEKOSONGAN DALAM
PERTANGGUNG JAWABAN

Makalah ini mengusulkan pengenalan sebuah prose-
dur oleh Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili dalam hal
kegagal an untuk mel aksanakan surat perintah penangka-
pan yang dikel uarkan oleh hakiminvestigasi sehubungan
dengan diduga pel aksanaan kejahatan berat sebagaima-
na didefinisikan dalam Regulasi UNTAET 11/2000.%°

Meskipun jumlah kecil penghukuman dalam Pemer-
iksaan Pengadilan Hak Asasi ManusiaAd Hoc di Jakar-
ta, pemeriksaan pengadilanini tidak berhasil memperha-
tikan martabat pihak korban secarasungguh-sungguh atau
menghadapi secarajujur sifat sistematisdan pertanggung
jawaban institusional dari kejahatan yang bersangkutan.
Indikasi permulaan mengenai sikap pemerintah Indone-
siaterhadap pengumuman dakwaan baru-baru ini tehadap
perwiratingkat tinggi menunjukan bahwatidak ada ke-
mungkinan besar bahwa tersangka tingkat tinggi akan
diserahkan untuk diadili. Komisi Penerimaan, K ebena-
ran dan Rekonsiliasi diberi mandat untuk melaksanakan
prosedur rekonsiliasi komunitas sehubungan dengan,
pada prinsipnya, pelanggaran pidanayang bukan kejaha-
tan berat, tetapi tidak akan menanggulangi, dalam kon-
teksini, kejahatan berat yang dilakukan padatahun 1999.

Sekarang ini, sebuah sidang di hadapan Panel Khusus
merupakan tempat satu-satunyadari mana pihak korban,
sanak saudara korban dan orang yang masih hidup terus
setelah mengalami kejahatan berat seperti pemerkosaan,
pembunuhan atau pemeriksaan, dapat meminta pertolon-
gan agar mereka dapat merasa bahwa lembaga resmi
memperhatikan mereka secara sungguh-sungguh dan
sedang mel akukan segal a sesuatu yang dapat dilakukan,
menurut kemampuan, untuk mencapai keadilan. Panel
Khusus juga merupakan satu-satunya kesempatan yang
praktis pada tahap ini untuk mengadakan sidang yang
resmi dan obyektif yang akan menentukan sifat sistem-
atisdari kejahatan yang dil akukan dan pertanggung jawa-
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ban individu dan institusional atas kejahatan tersebut,
bahkan jika penentuan itu tidak akan berlaku sebagai
putusan bersalah dalam konteks pemeriksaan pidana
sepenuhnya.

. PROSEDUR YANG DIUSULKAN

Prosedur ini akan mengikuti langkah-langkah dasar

sebagai berikut:

* Hakim yang mengeluarkam surat perintah pen-
angkapan dapat mengadakan sidang untuk mem-
pertanyakan kepada Kantor JaksaAgung (OGP)
hasil yang tercapai dalam usaha yang telah di-
gunakan untuk menangkap tersangka

* Jika hakim tidak meminta sidang semacam ini,
OGP dapat memintanya

* Jikapadasaat sidang, hakim merasa puas bahwa
segala langkah yang tepat telah diambil untuk
menangkap tersangka namun dia tetap bebas,
maka hakim akan mengirimkan perkara kepada
sebuah sidang penuh dari salah satu Panel
Khusus Pengadilan Distrik Dili

*  Panel akan dapat mempertimbangkan semuabuk-
ti yang dihadapkan pengadilan oleh OGP dalam
menyampaikan dakwaan dan, jika Panel ingin,
akan dapat memanggil saksi untuk memberikan
bukti, atau menerima bukti lain yang ingin dis-
ampaikan. Pihak korban dan orang yang masih
hidup terus akan berkesempatan untuk memberi-
kan kesaksian dan untuk merasa bahwa langkah
serius telah ditempuh untuk membangkitkan
kembali martabat mereka yang telah dilanggar

* Panel akan dapat membuat penentuan tentang
apakah ada alasan yang layak untuk memper-
cayai bahwa tersangka bersalah atas kejahatan
yang dituduh dalam dakwaan

* Panel akan memiliki kuasa untuk menyatakan
bahwa alasan kegagalan untuk menangkap ter-
sangkaadal ah berhubungan dengan ketidakadaan
kerjasamadari pihak berwenang dari negaralain.

Sidang ini tidak akan menjadi pemerikasaan penga-
dilan in absentia karena sidang tidak akan mengeluarkan
putusan bersalah maupun menjatuhkan hukuman apasaja
Prosedur ini berusaha untuk memperhatikan kepentingan
pihak korban secara sungguh-sungguh tanpa melanggar
hak atas proses peradilan yang adil untuk terdakwa, dan
untuk menjamin bahwa orang yang ingin menghalangi
proses keadilan tidak dapat berbuat begitu dengan kebe-



basan total dari hukum. .

1. ALASAN-ALASAN UNTUK PROSEDUR

A. Kepentingan Pihak Korban

Sebagai akibat dari prosesyang berkekurangan dalam
Pemeriksaan Pengadilan Hak Asasi ManusiaAd Hoc di
Jakarta dan lambannya kemajuan penuntutan di Dili, pi-
hak korban dan orang yang masih hidup terus setelah
mengal ami kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilaku-
kan padatahun 1999 belum mempunyai kesempatan un-
tuk didengarkan secarawagjar dan untuk menyampaikan
ceritamereka. Mereka berhak, berdasarkan prinsip mar-
tabat dan keadilan, untuk memiliki kesempatan semacam
itu. Proses Jakarta bukan hanya hampir bertentangan se-
carakesel uruhan dengan hal membantu membangkitkan
kembali martabat orang yang haknyatelah dilanggar, teta-
pi juga telah secara jelas gagal untuk mengungkapkan
secara imparsial dan seimbang kebenaran tentang sifat
sistematis dari kekerasan yang terjadi serta pertanggung
jawaban institusional atas kekerasan tersebut. Prosedur
yang diusulkan merupakan kesempatan terbaik yang ada
untuk memperlihatkan secaraumum sifat sistematis dari
kejahatan yang dilakukan.®

Prosedur ini juga akan memperbolehkan presentasi
gambar yang lebih lengkap kepada pihak korban dan or-
ang yang masih hidup terus mengenai langkah-langkah
yang telah ditempuh untuk mencapai keadilan dan mana
tanggungjawabnyaatas kegagal an proses-prosestersebut.®

B. Kepentingan Timor Leste

Timor L este sedang menghadapi sejumlah tantangan
mendesak, baik secara nasional maupun secarainterna
sional. Kegagalan untuk mengembangkan sistem keadi-
lan yang berjalan baik telah menciptakan krisis kredibil-
itas dalam segi hukum dan tata tertib. Kelemahan dan
kegagalan sistem kejahatan berat yang terasa orang, ter-
masuk ketidakpercayaan yang telah dihidupkan oleh per-
sepsi bahwa prosedur itu hanya memberikan ancaman
kepadaorang Timor ‘tingkat bawah'’ , juga menyumbang
pada masal ah ini. Sebuah penunjukan usaha-usahayang
diambil terhadap pejabat tingkat tinggi akan membantu
membangkitkan kembali kredibilitas dan menjelaskan
kesulitan yang dihadapi.

Secarainternasional, hubungan Timor Leste dengan
Indonesia tetap penting sekali dan juga rumit. Prosedur
yang diusulkan mungkin akan berhasil menghindari
bidang-bidang sensitifitas diplomatik yang Pemerintah
Timor Lestelebihingintidak injaki. Reaksi baru-baruini
terhadap pengumuman dakwaan terhadap terdakwa
tingkat tinggi telah menunjukan sensitifitas yang ber-
hubungan dengan ikatan institusional sistem kejahatan
berat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.®? Bagaim-

anapun juga analisa hukum yang benar tentang hubun-
gan antara PBB dan sistem kejahatan berat, sudah jelas
bahwa doktrin pemisahan kekuasaan menuntut pemerin-
tah Timor Leste untuk tidak mencampuri tangan dalam
pelaksanaan pekerjaan Kantor Jaksa Agung atau Panel
Khusus. K etaatan kuat pada doktrin ini bukan saja akan
membantu memelihara kekokohan budaya demokratis
tetapi dapat juga bermanfaat secara diplomatis.

C. Kepentingan Per serikatan Bangsa-Bangsa

Kepentingan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
prosedur yang diusulkan dapat dijel askan dari segi keadi-
lan, kewajaran, kebijakan dan efesiensi.

Adaanggota-anggotastaf Perserikatan Bangsa-Bang-
sayang dibunuh pada tahun 1999, dan negara Indonesia
telah melanggar kewgjibannya di bawah Bab VI Piag-
am PBB dalam tingkah lakunya pada berbagai titik wak-
tu selamatahun 1999.%% Berdasarkan martabat dan keadi-
lan teruntuk anggota staf PBB yang dibunuh dalam keja-
hatan yang dilakukan, PBB seharusnyamel akukan sega-
lasesuatu yang mungkin untuk memperol eh keadilan, dan
di manahal itu tidak mungkin harus menjelaskan secara
penuh kenapa keadilan tidak dapat dicapai.

Satuan K gjahatan Berat telah menunjukan perbaikan
jelas dalam efesiensi dan profesionalismenya selama
tahun yang lalu. Begitu juga, kesulitan-kesulitan yang
dialami oleh Panel-panel Khusus disebabkan utamanya
oleh kurangnyasumber daya dan bukan karenakurangn-
yakerelaan atau kemampuan pada pihak hakim. Dipan-
dang dari segi prinsip kewajaran untuk Panel Khususdan
Satuan Kejahatan Berat, prosedur yang diusulkan mem-
berikan kesempatan kepada lembaga tersebut untuk
menunjukan secaralebih jelas hasil pekerjaan merekadan
kerelevanan peranan mereka.

Adalah penting juga bahwa semua pelgjaran yang
dapat dipelgjari dari pengalaman Timor-Timur memang
dipelgjari. Begitu juga, dari sudut pandang kebijakan,
perlu ditempuh semua langkah yang mungkin untuk
membuat proses-proses ini sesukses mungkin supaya
keterbatasan dan kemungkinan prosedur semacam ini
dapat ditetapkan dengan baik.

Banyak usahadan uang telah digunakan dalam mem-
bantu mendirikan SCU sebagai satuan yang berjalan baik
dan efektif. Pengumuman beberapa dakwaan baru-baruini
mencerminkan peningkatan keefektifan satuan ini. Dari
segi efisiensi, adalah tepat agar usaha-usaha yang telah
ditempuh digunakan pada efek maksimum yang mungkin.
Prosedur yang diusulkan di sini membantu tujuan itu.

D. Masyarakat I nternasional
K gjahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor-L este
pada tahun 1999 merupakan dalam banyak kasus, keja-
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hatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan tersebut juga
dilakukan dalam konteks pelanggaran jelas terhadap ke-
wajiban Indonesiadi bawah Piagam PBB.% PBB, berserta
dengan forum-forum nasional dan regional dalam
masyarakat internasional, memiliki baik kewajiban mau-
pun kepentingan sendiri dalam menjamin bahwatingkat
tepat pertanggung jawaban untuk hal yang telah terjadi
akan dicapai. Prosedur yang diusulkan menyediakan satu
jalan untuk memperdengarkan secara jelas fakta-fakta
yang telah terjadi dan juga alasan-alasan kegagalan un-
tuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab.
Prosedur tersebut dalam sendirinya merupakan tingkat
pertanggung jawaban yang sangat terbatas, tetapi lebih
penting lagi, akan menyediakan masyarakat internasion-
al dengan bukti penting tentang sifat kejahatan yang di-
lakukan bersertaan dengan sikap yang diadopsi oleh In-
donesi aterhadap kejadian-kejadian tersebut. Prosedur ini
akan memberikan kesempatan kepada semua Negara
untuk menentukan apayang merekaanggap sebagai tang-
gapan tepat terhadap sikap tersebut.

IV.LANGKAH-LANGKAH PROSEDURIL
Bagian 17.5 dari Regulasi 2000/30 (sebagaimana
dirubah oleh regulasi 2001/25) menetapkan:

Di mana masalah praktek administratif yang tidak
diatur oleh Regulasi ini timbul, masalah tersebut akan
diputuskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Padasaat ini jabatan K etua Pengadilan Tinggi belum
diduduki secara resmi. Digjukan di sini bahwa Wakil
K etua mempunyai wewenang untuk bertindak di bawah
Bagian 17.5 dan tel ah sebetul nyamenja ankan wewenang
itu, seraya menantikan pengangkatan penuh K etua Pen-
gadilan. Dianjurkan bahwa pendirian prosedur yang di-
usulkan dapat dipandang secar logis dan sah sebagai suatu
pelaksanaan kewenangan yang ditetapkan oleh Bagian
17.5 Masal ahnyaadal ah apakah pel aksanaaan kewenan-
gan seperti itu akan menjadi ultra vires. Masalahnya
bukan apakah pel aksanaaan kewenangan ini melibatkan
hukum ‘buatan jaksa’ [“ judge-made” law].

Bahwa pel aksanaan kewenangan seperti itu seharus-
nya dianggap sebagai hal yang cocok dapat dilihat dari
sgjarah legidatif dari Bagian 17.5, pertimbangan terhadap
kewenangan dari pengadilan yang serupa, dan kepentin-
gan keadilan secaraumum. Ketikateksdari Bagian 17.5
muncul pertamakali dalam regulasi 2000/11, bagian ini
menunjuk padamasalah “ praktek atau prosedur” . Kemu-
dian kata-kataini dirubah dalam regulasi 2001/25 untuk
menunjuk pada" masalah-masal ah praktek administratif”.
Karenatidak adaindikasi jelas apapun bahwabukan sep-
erti penjelasan berikut, disarankan bahwa maksud dari
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perubahan ini lebih berkenaan dengan ekonomi bahasa
daripada dengan merubah kewenangan pengadilan. Pan-
dangan ini dapat dipertahankan jika dipertimbangkan
bahwa tidak ada perbedaan jelas antara apa yang meru-
pakan masalah administratif dan apa yang merupakan
masalah prosedur. Suatu tinjauan tentang Aturan ICTY
tentang Bukti dan Prosedur akan menunjukan bahwa
banyak ketetapan “prosedur” Pengadilan (karena tentu
sgja tidak berkenaan sama sekali dengan bukti) mem-
bahas hal yang jelas rupanya sebagai masalah adminis-
tratif.® Singkatnya, penggunaan kata“ administratif” se-
harusnyatidak dibaca secara sempit. Hal yang dianggap
sebagai hal prosedur dapat dianggap dalam keadaan ter-
tentu sebagai hal administratif dan sebaliknya. Hal apa-
kah kewenangan untuk mendirikan prosedur yang diusul-
kan [Peraturan 61] dapat dianggap sebagai hal adminis-
tratif harus ditentukan sekurang-kurangnya sebagian
mengingat kewenangan dari pengadilan lain yang beru-
rusan dengan kejahatan yang samadan dalam situasi yang
sama. Harusdiperhatikan bahwalCTY, ICTR, Pengadilan
Istimewa Sierra Leone dan Pengadilan Pidana Interna-
sional semuanya memiliki kewenangan untuk mengatur
prosedur mereka sendiri dan hal ini telah jelas diartikan,
dalam kasus ICTY, ICTR dan Sierra Leone, sebagai ke-
wenangan untuk memutuskan apakah akan menjalankan
prosedur sebagai manayang dici ptakan oleh Peraturan 61.

Akhirnya kepentingan keadilan menuntut bahwa
pengadilan diberi kewenangan yang cukup untuk menan-
gulangi masalah yang membol ehkan pencapaian keadi-
lan sgjauh mungkin, dalam waktu yang tepat, dan den-
gan perhatian tepat pada kepentingan terdakwa dan kor-
ban. Hal yang melekat pada syarat tersebut adalah ke-
wenangan pengadilan untuk menanggapi masalah yang
muncul dalam prosedur peradilan yang, tanpa terlalu
merugikan hak dari pihak mana saja, akan membantu
mencapai tujuan keadilan sejauh mungkin. Penghalangan
sengajaterhadap pengejaran keadilan, oleh terdakwadan
oleh pihak berwenang asing tertentu adal ah masalah yang
telah timbul dalam prosedur peradilan . Prosedur yang
diusulkan membolehkan Pengadilan untuk menangulan-
gi masalah itu tanpaterlalu merugikan kepentingan dari
pihak manapun dan, padawaktu yang sama, memajukan
tujuan keadilan dan pertanggung jawaban.

Begitu juga, tampaknya sulit untuk menegaskan
bahwatidak layak jikaK etuaPengadilan Tinggi di Timor
L este menganggap bahwa pendirian prosedur semacam
itu adalah hal yang termasuk dalam kewenangannya,
mengingat sejarah legidatif dari Bagian 17.5, dan men-
imbang persamaan pengalaman-pengalaman yang lain
yang relevan, dan menimbang kewenangan yang mele-
kat pada Pengadilan untuk bertindak, antara lain, demi
kepentingan keadilan.



V. EFEK-EFEK DARI PROSEDUR

Tidak ada kesepakatan internasional antara Timor
Leste dan Indonesia pada saat ini, yang mewagjibkan In-
donesia untuk menyerahkan sasaran surat perintah pen-
angkapan kepada Timor Leste. Timor L este adal ah ang-
gota Interpol dan dapat minta agar Surat Keterangan
Merah [Red Notice] dikeluarkan oleh Interpol tentang
kekuatan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan
di hadapan hakim tunggal . Akan tetapi Surat K eterangan
Merah seperti ini hanyamerupakan permohonan sah atas
penangkapan jika hukum dari negara termohon menen-
tukan begitu. Hukum Indonesiatidak akan menciptakan
situasi seperti itu. Masalah Surat K eterangan Merah ten-
tu sgja akan memudahkan penangkapan tersangka jika
tersangka ditemukan di wilayah Negara dimana Surat
K eterangan Merah semacam ini berlaku sebagai permo-
honan sah untuk penangkapan sementara. Oleh karenaitu,
prosedur yang diusulkan tidak menambah efek hukum
langsung pada ef ek-efek yang sudah dapat diperoleh den-
gan caralain. Akan tetapi, efek non-hukum yang diper-
oleh dengan prosedur yang diusulkan dapat diringkas
sebagai berikut ini:

e Akan membantu dalam mengembalikan rasa
martabat kepadakorban dan masyarakat mereka

*  Dengan memperol eh penentuan oleh pengadilan
penuh, kredibilitas penemuan akan dipertinggi,
sehinggamembuatnyasulit untuk menolak pros-
es-proses di Dili karena alasan dipolitisasi atau
sembrono.

* PBB dan masyarakat internasional pada umum-
nya akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk
membuat penentuan mereka mengenai tindakan
lebih lanjut

V. KEPRIHATINAN MENGENAI PROSES
PERADILAN YANGADIL

Agaknyajelassekali bahwa prosedur yang diusulkan
tidak merupakan sebuah pemeriksaan pengadilan in ab-
sentia. Dengan demikian, jaminan proses peradilan yang
adil yang perlu dipertimbangkan adalah jaminan yang
terlibat dalam konteks pengel uaran dan pel aksanaan su-
rat perintah penangkapan, daripada yang terlibat dalam
konteks pemeriksaan pengadilan itu sendiri. Prosedur ini
tidak akan melanggar standar keadilan internasional den-
gan cara apapun dalam konteks ini. Walaupun prosedur
ini dapat membangkitkan publisitasyang tidak diiginkan
dari sudut pandang tersangka, pengaruh seperti itu tidak
akan merugikan hak-hak tersangka secaratidak propor-
sional, dalam konteks kepentingan bertanding dari kor-

ban dan konteks keadilan pada umumnya. Lagi pula,
karena proses ini tidak merupakan sebuah pemeriksaan
pengadilan, makalarangan terhadap mengadili orang dua
kali atas hal yang samatidak akan dilanggar. Pihak pem-
belaan akan tetap bebas untuk mengajukan keberatan
semacam ini terhadap yuridiksi pengadilan pada waktu
yang tepat.

VI.KAPASITASSISTEM KEJAHATAN
BERAT

K eberhasilan dari prosedur yang diusulkan akan ter-
gantung pada kredibilitas Panel-panel yang mengeluar-
kan keputusan. Pikiran serius harus diberikan untuk men-
jamin bahwa semuadukungan yang diperlukan diberikan
kepada hakim-hakim yang bersangkutan untuk menjamin
kualitas yang perlu dalam keputusan. Jika dukungan
semacam ini tidak dapat dijamin makakemanjuran proses
ini akan sangat dibahayakan dan hampir pasti prosesakan
menjadi tidak produktif. Begitu juga dukungan yang se-
suai untuk SCU harus tersedia dalam persiapan untuk
sidang semacam ini. Dukungan ini akan termasuk kegia-
tan yang tepat di lapangan untuk menjaminkan persiapan
yang cukup pada pihak korban dan kejelasan tentang
keterbatasan prosedur yang diusulkan.

VII.LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA

a. Agar dibuat pengajuan kepada K etua Peng-
adilan dari Pengadilan Distrik Dili untuk mend-
iskusikan usulan ini, dengan memohon Ketua
agar mel aksanakannya secepat mungkin.
b. Langkah-langkah harus ditempuh oleh
badan-badan yang berkepentingan untuk mencari
penyediaan dukungan yang cukup yang akan
membantu Panel-panel dalam menentukan
masalah-masalah ini. Hal ini akan menuntut
koordinasi antara pihak-pihak yang berkepentin-
gan, bersertadengan, kemungkinan besar, duku-
ngan keuangan.

€. SCU seharusnya diinformasikan dan terus

diberitakan mengenai perkembangan terbaru

usulan ini. SCU seharusnya diminta untuk
mengembangkan sebuah rencana aksi sehubun-
gan dengan dukungan untuk pihak korban dan
pelayanan di lapangan untuk pihak korban dan
untuk menentukan kemampuan logistik untuk

mengadakan sidang di luar kota Dili.

Usulan ini seharusnya diajukan kepada pemimpin-
pemimpin politik Timor Leste dan lembaga-lembagalain,
termasuk Komisi Penerimaan, K ebenaran dan Rekonsil-
iasi.
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LAMPIRAN TAMBAHAN SATU

(A) Jika, dalam waktu yang tepat, surat perintah pen-
angkapan belum dilaksanakan, dan oleh karenaitu pen-
yampaian dakwaan secara pribadi kepadaindividu yang
bersangkutan belum dilaksanakan, maka Hakim yang
telah mengel uarkan surat perintah tersebut akan mengun-
dang Jaksa untuk melaporkan langkah-langkah yang te-
lah ditempuh. Ketika Hakim merasa puas bahwa:

(i) Jaksatelah mengambil semualangkahyang

layak untuk mencapai penangkapan terdakwa,

termasuk melalui pihak berwenang yang tepat

dari negara dalam wilayah mana atau di bawah

yuridiksi dan kontrol manaorang yang akan dis-

ampaikan dakwaan tinggal atau paling ahkir

diketahui merekatinggal; dan

(i) Jika keberadaan terdakwa tidak diketahui,

Jaksa telah menempuh semua langkah-langkah

yang layak untuk mengetahui keberadaan terse-

but

Hakim akan memerintah bahwa dakwan diajukan
oleh Jaksa kepada salah satu dari panel dengan yuridik-
si eksklusif atas kejahatan berat.

(B) Jika, dalam waktu yang tepat, surat perintah pen-
gangkapan belum dilaksanakan, dan hakim yang menge-
luarkan surat perintah belum mengundang Jaksa untuk
mel aporkan langkah-langkah yang ditempuh sebagaim-
ana diuraikan dalam Bagian (A) di atas, Jaksa dapat
mengajukan permohonan kepada hakim yang mengelu-
arkan surat perintah supaya laporan semacam itu dapat
dibuat. Hakim yang mengeluarkan surat perintah akan
mengabul kan permohonan atas pembuatan laporan selain
secara nyata tidak layak untuk berbuat begitu. Ketika
Hakim merasa puas bahwa:

(i) Jaksatelah menempuh semualangkah yang
layak untuk mencapai penangkapan terdakwa,
termasuk melalui pihak berwenang yang tepat
dari negara dalam wilayah mana atau di bawah
yuridiksi dan kontrol manaorang yang akan dis-
ampaikan dakwaan tinggal atau paling ahkir
diketahui merekatinggal; dan
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(ii) Jikakeberadaan terdakwatidak diketahui,

Jaksatelah menempuh semualangkah-langkah

yang layak untuk mengetahui keberadaan

tersebut

Hakim akan memerintah bahwa dakwan digjukan
oleh Jaksa kepada salah satu panel dengan yuridiksi ek-
sklusif atas kejahatan berat.

(C) Setelah memperoleh perintah semacam itu Jak-
saakan mengajukan dakwaan kepada Panel dalam peng-
adilan terbuka, bersama dengan semua bukti yang dih-
adapkan Hakim yang mengeluarkan surat perintah pen-
angkapan pada permulaannya. Di hadapan Panel, Jaksa
dapat juga memanggil dan memeriksa saksi siapapun
yang pernyataannya telah diajukan kepada Hakim yang
mengeluarkan surat perintah penangkapan. Selain itu,
Panel dapat memohon Jaksa untuk memanggil saksi lain
siapapun yang pernyataannya telah diagjukan kepada
Hakim yang mengel uarkan surat perintah penangkapan.

(D) JikaPanel merasapuas, berdasarkan bukti terse-
but bersama dengan bukti tambahan apapun yang digju-
kan oleh Jaksa, bahwa ada alasan yang layak untuk per-
caya bahwaterdakwa tel ah melakukan semua atau salah
satu dari kejahatan yang didakwa dalam dakwaan, maka
Panel akan menentukan begitu. Panel akan memintaagar
bagian-bagian dakwaan yang relevan dibacakan ol eh Jak-
sa bersama dengan laporan tentang usaha yang telah
ditempuh untuk menyampaikan dakwaan yang ditunjuk
dalam bagian (A) diatas.

(E) Jika Jaksa memuaskan Panel bahwa kegagalan
untuk menyampaikan dakwaan secara pribadi diakibat-
kan secara kesel uruhan atau sebagian oleh kegagalan atau
penolakan sebuah Negara untuk bekerja sama dengan
pihak berwenang Timor Leste, maka Panel akan menya-
takan begitu.

(F) Panel dapat menuntut pel aksanaan langkah-lang-
kah lanjutan apa saja yang sesuai yang belum ditempuh
untuk mencapai penangkapan tersangkayang disebutkan
dalam surat perintah penangkapan yang adli.
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mengenai topik yang sama

Laporan Acara 29



